
67

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS DI KOTA SAMARINDA

[bookmark: _Toc223791608]SKRIPSI
UNTUK UJIAN SKRIPSI (PENDADARAN)





[image: ]

Oleh :

JOICE SIMANJUNTAK
2101036256
S-1 Akuntansi





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026
[bookmark: _Toc223791609][bookmark: _Toc98000194]HALAMAN PENGESAHAN
[image: ]
[bookmark: _Toc223791610]PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
[image: ]
[bookmark: _Toc223791611]DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penelitian	1
1.2	Rumusan Masalah	7
1.3	Tujuan Penelitian	8
1.4	Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1	Theory of Planned Behaviour	10
2.2	Kepatuhan Pajak	11
2.3	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas	13
2.4	Pemahaman Pajak	14
2.5	Pelayanan Fiskus	15
2.6	Sanksi Pajak	16
2.7	Penelitian Terdahulu	18
2.8	Kerangka Konseptual	20
2.9	Pengembangan Hipotesis	21
2.8.1	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		21
2.8.2	Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		23
2.8.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.10	Model Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	26
3.1.1	Kepatuhan Wajib Pajak	26
3.1.2	Pemahaman Pajak	27
3.1.3	Pelayanan Fiskus	27
3.1.4	Sanksi Pajak	28
3.2	Populasi Dan Sampel	28
3.3	Jenis Dan Sumber Data	31
3.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Metode Analisis Data	33
3.5.1	Pilot Test	33
3.5.2	Analisis Statistik Deskriptif	37
3.5.3	Model Pengukuran (Outer Model)	37
3.5.4	Model Struktural (Inner Model)	38
3.5.5	Uji Hipotesis	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1.	Gambaran Umum Penelitian	41
4.2.	Karakteristik Responden	42
4.3.	Analisis Statistik Deskriptif	45
4.5.1.	Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak (Y)	45
4.5.2.	Analisis Deskriptif Pemahaman Pajak (X1)	46
4.5.3.	Analisis Deskriptif Pelayanan Fiskus (X2)	47
4.5.4.	Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X3)	48
4.4.	Hasil Analisis Data	49
4.4.1.	Model Pengukuran (Outer Model)	49
4.5.5.	Model Struktural (Inner Model)	52
4.5.6.	Uji Hipotesis	54
4.5.	Pembahasan	56
4.5.1.	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda	56
4.5.2.	Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda	58
4.5.3.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda	61
BAB V PENUTUP	63
5.1.	Kesimpulan	63
5.2.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69





[bookmark: _Toc223791612]DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Penyampaian SPT Karyawan dan Non Karyawan di KPP Pratama Samarinda Ilir	3
Tabel 1. 2 Data Kepatuhan Penyampaian SPT Karyawan dan Non Karyawan di KPP Pratama Samarinda Ulu	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Data Populasi dan Sampel Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda	31
Tabel 3. 2 Hasil Outer Loading	34
Tabel 3. 3 Hasil Analisis AVE	34
Tabel 3. 4 Hasil Nilai Cross Loadings	35
Tabel 3. 5 Hasil Uji Reliabilitas	36
Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner	41
Tabel 4. 2 Data Statistik Karakteristik Responden	42
Tabel 4. 3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak (Y)	46
Tabel 4. 4 Analisis Deskriptif Pemahaman Pajak (X1)	46
Tabel 4. 5 Analisis Deskriptif Pelayanan Fiskus (X2)	47
Tabel 4. 6 Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X3)	48
Tabel 4. 7 Hasil Outer Loading	50
Tabel 4. 8 Hasil Analisis AVE	50
Tabel 4. 9 Hasil Nilai Cross Loadings	51
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4. 11 Hasil R-Square	53
Tabel 4. 12 Hasil F-Square	53
Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis	55









[bookmark: _Toc223791613]DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	21
Gambar 2. 2 Model Penelitian	25
Gambar 4. 1 Hasil Bootstrapping	54


 



[bookmark: _Toc223791614]DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	70
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	72
Lampiran 3 Tabulasi Angka Data Uji Pilot (35 Responden)	76
Lampiran 4 Hasil Uji Pilot Olahan SmartPLS 4 (35 Responden)	78
Lampiran 5 Tabulasi Angka Data Penelitian (183 Responden)	79
Lampiran 6 Hasil Data Penelitian Olahan SmartPLS 4 (183 Responden)	87
Lampiran 7 Dokumentasi	89


[bookmark: _Toc223791615]DAFTAR SINGKATAN
APBN	Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
PKP	Penghasilan Kena Pajak
[bookmark: _Toc98000195]WP OP	Wajib Pajak Orang Pribadi 
  
i

iii

[bookmark: _Toc111024917][bookmark: _Toc113835272][bookmark: _Toc115039717][bookmark: _Toc208525480][bookmark: _Toc215236420][bookmark: _Toc223791616]BAB I
[bookmark: _Toc109091651][bookmark: _Toc184138990][bookmark: _Toc197359311][bookmark: _Toc209978227][bookmark: _Toc209978411][bookmark: _Toc223332240][bookmark: _Toc223791617]PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc98000196][bookmark: _Toc223791618]Latar Belakang Penelitian
Pajak berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan negara dan menjadi pilar utama dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) (Kusumafanto & Honggowati, 2024). Realisasi penerimaan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Tene et al., 2017). Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pendapatan pajak guna mendukung pembangunan dan perekonomian negara.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, yang menuntut wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Solicah et al., 2019). Kurangnya pemahaman akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Effendi & Sandra (2022) menjelaskan bahwa pelanggaran pajak dapat terjadi karena masyarakat tidak memahami peraturan pajak dan memanfaatkan celah dalam undang-undang (loopholes) yang justru disalahgunakan. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan menyadari sanksi yang akan dikenakan apabila ia melalaikan kewajiban pajaknya. 
Kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada wajib pajak, melainkan juga pada peran aktif petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan yang baik mencerminkan apresiasi fiskus atas partisipasi wajib pajak dan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Tingkat kepatuhan pajak formal dapat diukur melalui penyampaian SPT, semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak (Sani & Sulfan, 2022).
Permasalahan kepatuhan pajak masih menjadi isu dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 1 Mei 2025, tingkat kepatuhan nasional dalam penyampaian SPT Tahunan baru mencapai 71% atau 14,06 juta wajib pajak dari target 16,21 juta wajib pajak (DDTC News, 2025). 
Fenomena serupa juga terjadi di tingkat daerah, khususnya di Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki potensi ekonomi besar sehingga berperan penting dalam penerimaan pajak. Kota Samarinda dilayani oleh dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Hingga Mei 2025, realisasi pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Samarinda Ilir mencapai 83,35% dari 35.263 wajib pajak sedangkan di KPP Pratama Samarinda Ulu mencapai 89,41% dari 42.741 wajib pajak yang ditargetkan.  Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun target ini bersifat tahunan, namun batas pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2025. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kepatuhan pajak di Kota Samarinda yang belum terselesaikan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.
Penerimaan pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak, khususnya orang pribadi yang terbagi menjadi karyawan dan non karyawan. Pajak karyawan dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui sistem withholding tax (PPh Pasal 21), sehingga tingkat kepatuhan relatif tinggi karena administrasi pajak ditangani perusahaan. Sebaliknya, wajib pajak non karyawan yang terdiri dari pelaku usaha dan pekerjaan bebas tidak terikat dengan pemberi kerja, sehingga harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri melalui mekanisme self assessment system. Kompleksitas peraturan pajak serta keterbatasan pemahaman pajak dapat membuat kelompok non karyawan lebih rentan terhadap ketidakpatuhan (Oladipupo & Obazee, 2016). Selain itu, mereka juga tidak memiliki sistem pemotongan otomatis maupun pengawasan organisasi tertentu sehingga mereka kerap tidak mengetahui atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya secara optimal (Sani & Sulfan, 2022). Data KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu juga menunjukkan wajib pajak non karyawan memiliki kepatuhan lebih rendah dibandingkan karyawan. Berikut perbandingan rasio kepatuhan penyampaian SPT:
Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Penyampaian SPT Karyawan dan Non Karyawan di KPP Pratama Samarinda Ilir
	Tahun
	KPP Pratama Samarinda Ilir

	
	Karyawan
	Non Karyawan

	
	Jumlah WP OP Aktif
	Realisasi Penyampaian SPT
	% Realisasi/Jml WP OP Aktif
	Jumlah WP OP Aktif
	Realisasi Penyampaian SPT
	% Realisasi/ Jml WP OP Aktif

	2024
	42.907
	     27.782
	64,75%
	13.847
	5.176
	37,38%

	2025
	41.038 
	     25.317 
	61,69%
	12.237
	5.038
	41,17%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025
Tabel 1. 2 Data Kepatuhan Penyampaian SPT Karyawan dan Non Karyawan di KPP Pratama Samarinda Ulu
	Tahun
	KPP Pratama Samarinda Ulu

	
	Karyawan
	Non Karyawan

	
	Jumlah WP OP Aktif
	Realisasi Penyampaian SPT
	% Realisasi/Jml WP OP Aktif
	Jumlah WP OP Aktif
	Realisasi Penyampaian SPT
	% Realisasi/ Jml WP OP Aktif

	2024
	31.544
	     30.858 
	97,83%
	     11.756 
	3.582
	30,47%


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 1. 3 Sambungan
	Tahun
	KPP Pratama Samarinda Ulu

	
	Karyawan
	Non Karyawan

	
	Jumlah WP OP Aktif
	Realisasi Penyampaian SPT
	% Realisasi/Jml WP OP Aktif
	Jumlah WP OP Aktif
	Realisasi Penyampaian SPT
	% Realisasi/ Jml WP OP Aktif

	2025
	42.470 
	     31.030 
	73,06%
	     13.322 
	       3.230 
	24,25%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ulu, 2025
Berdasarkan tabel di atas, rata-rata tingkat penyampaian SPT wajib pajak non karyawan lebih rendah dibandingkan dengan karyawan. Pada tahun 2024-2025, rata-rata penyampaian SPT wajib pajak non karyawan di KPP Pratama Samarinda Ilir sebesar 39,28%, sedangkan di KPP Pratama Samarinda Ulu hanya mencapai 27,36%. Angka ini bahkan belum mencapai 50%, yang berarti sebagian besar wajib pajak non karyawan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara penuh. Rendahnya tingkat pelaporan ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak dan mengindikasikan adanya permasalahan kepatuhan di Kota Samarinda. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas menjadi subjek yang relevan untuk diteliti lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.
Theory of planned of behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kusumafanto & Honggowati, 2024). Teori ini menyatakan bahwa perilaku, termasuk dalam hal ini kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk bertindak. Niat tersebut terbentuk dari keyakinan individu terhadap manfaat dan konsekuensi dari tindakan tersebut (behavioral belief), pengaruh sosial atau norma yang berlaku dilingkungan sekitar (normative belief) serta persepsi individu terhadap kemudahan atau hambatan dalam melakukan tindakan tersebut (control belief). Oleh karena itu, ketiga faktor ini membentuk niat, yang akan mempengaruhi apakah seseorang akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya atau tidak. 
Penerapan self assessment system secara mendasar mengalihkan tanggung jawab penentuan kewajiban pajak dari otoritas pajak kepada wajib pajak. Pergeseran tanggung jawab ini sering kali menjadi pemicu munculnya masalah ketidakpatuhan, mengingat sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk memahami hukum perpajakan secara mendalam guna memenuhi kewajiban mereka secara mandiri. Pemahaman pajak ini mencakup kesadaran fiskal akan manfaat pajak, penguasaan regulasi, hingga pemahaman prosedur teknis dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak (Bornman & Ramutumbu, 2019). Sebaliknya, keterbatasan pemahaman pajak mengakibatkan ketidakmampuan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya secara efektif. 
Amin (2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mendukung pembangunan negara. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Solichah et al. (2019), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan. Namun, hasil penelitian Nisa & Subagio (2023) menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha. Begitu juga dengan penelitian Rusmawati & Wardani (2015) yang menegaskan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi penerapan dan manfaat pajak dari DJP, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. 
Pelayanan fiskus juga berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai bentuk bantuan petugas pajak dalam mengurus kebutuhan wajib pajak. Pemberian layanan pajak yang berkualitas menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem, membantu wajib pajak menyederhanakan prosedur yang kompleks, serta menjadikan kepatuhan lebih mudah diakses dan tidak terlalu memberatkan bagi wajib pajak (Seth Ashigbui & Christian Vondee, 2025). Ketika fiskus memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak (Putra et al., 2023). Sejalan dengan itu, Suryanti & Sari (2018) menyatakan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil serupa. Aliviany & Maharani (2023) menyatakan bahwa baik buruknya kualitas pelayanan fiskus tidak mempengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya Temuan yang sama juga dikemukakan oleh Welly et al., (2024) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pencegah bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Rahadian et al., 2024). Sanksi pajak penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan begitu saja. Sanksi yang tegas dapat menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Kusumafanto & Honggowati, 2024). Sanksi memiliki dampak finansial yang dapat memberikan beban tambahan bagi wajib pajak. 
Rusmawati & Wardani (2015) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Temuan serupa dikemukakan oleh Solichah et al., (2019) yang menegaskan bahwa penerapan sanksi mampu meningkatkan kepatuhan. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh (Aliviany & Maharani, 2023), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Kesimpulan yang sama juga diperoleh Ernawati & Afifi (2018), yang menegaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang dijatuhkan tidak membuat wajib pajak jera karena maraknya praktik penggelapan pajak oleh aparat, serta lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, sanksi perpajakan dipandang hanya sebatas aturan formal tanpa penerapan tegas.
Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak, juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang diatas yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak serta perbedaan hasil temuan penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda”.
1.2 [bookmark: _Toc98000197][bookmark: _Toc223791619]Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda? 
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda? 
1.3 [bookmark: _Toc98000198][bookmark: _Toc223791620]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. 
1.4 [bookmark: _Toc98000199][bookmark: _Toc223791621]Manfaat Penelitian
Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang ditujukan kepada berbagai pihak, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, cara pandang, informasi, serta pemikiran khususnya mengenai pengaruh pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda serta membuktikan bahwa adanya pengaruh dari theory of planned behavior dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
a. [bookmark: _Toc98000200]Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda agar dapat membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mematuhi peraturan perpajakan. Dengan demikian, perbaikan yang lebih tepat sasaran dapat dilakukan.
b. KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu
Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu agar dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk menjawab solusi dari permasalahan kepatuhan pajak sehingga memperkuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak.
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[bookmark: _Toc109091657][bookmark: _Toc184138996][bookmark: _Toc197359317][bookmark: _Toc209978233][bookmark: _Toc209978417][bookmark: _Toc223332246][bookmark: _Toc223791623]KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc223791624]Theory of Planned Behaviour 
Theory of Planned Behavior adalah model psikologi sosial yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks yang terencana (Ajzen, 1991). Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action, yang sebelumnya ia kembangkan bersama Martin Fishbein pada tahun 1967. Teori ini menekankan bahwa niat seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk bertindak.
Tindakan ini muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku, dan niat tersebut bergantung oleh tiga faktor, yaitu: 
a. Faktor keyakinan perilaku (behavioral beliefs), yaitu keyakinan individu tentang konsekuensi dari melakukan perilaku tersebut dan mengevaluasi hasil yang didapat. Sikap ini merujuk pada evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku tertentu. Jika seseorang percaya bahwa hasil dari perilaku tersebut akan positif, maka sikapnya terhadap perilaku itu akan positif dan sebaliknya.
b. Faktor keyakinan normatif (normative beliefs) merupakan keyakinan individu mengenai harapan atau pandangan orang lain terhadap perilaku yang akan dilakukan. Dari keyakinan ini terbentuk norma subjektif yang memotivasi individu untuk menyetujui atau mengikuti harapan tersebut karena pengaruh orang lain.
c. Faktor keyakinan kontrol (control beliefs), mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan seseorang dalam melakukan perilaku.
2.2 [bookmark: _Toc223791625]Kepatuhan Pajak
Menurut Rahayu (2020) kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Aliviany & Maharani, 2023). Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak taat, tunduk dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Menurut (Rahayu, 2020) kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua:
1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara administratif. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan formal diantaranya:
1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta secara tepat waktu memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. 
3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material mencerminkan pemenuhan kewajiban secara substansi atau isi sehingga memastikan bahwa data dan informasi yang dilaporkan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan material, diantaranya:
1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2) Akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai peraturan perpajakan.
3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).
Menurut Rahadian et al., (2024) indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak formal yaitu:
a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
b. Melaporkan SPT tepat waktu.
c. Membayar pajak tepat waktu.
d. Tidak memiliki tunggakan pajak.
e. Patuh dalam membayar pajak.
Indikator kepatuhan pajak formal menurut Rianty & Syahputera (2020) yaitu:
a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
2.3 [bookmark: _Toc223791626]Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah individu yang menyelenggarakan usaha tanpa terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Pelaku usaha merupakan wajib pajak yang menghasilkan barang atau memberi jasa dan mempunyai satu atau lebih tempat usaha. 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi mendefinisikan pekerjaan bebas sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Dengan demikian, wajib pajak pekerjaan bebas memiliki hak dan kewajiban perpajakan serta menggunakan keahlian khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memiliki ikatan hubungan kerja dengan suatu entitas. Dengan kata lain, wajib pajak tersebut bukan pegawai atau non karyawan. Terdapat berbagai macam pekerjaan yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan bebas. Berdasarkan PMK 169 Tahun 2023 pekerjaan bebas yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 
1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 
3. olahragawan; 
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 
7. agen iklan; 
8. pengawas atau pengelola proyek; 
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau 
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
2.4 [bookmark: _Toc223791627]Pemahaman Pajak 
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, yang menuntut wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Solichah et al., 2019). Dalam hal ini, pemahaman pajak menjadi aspek penting karena berperan sebagai dasar informasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Bornman & Ramutumbu (2019) mengusulkan kerangka konseptual pemahaman pajak yang terdiri atas tiga elemen utama yaitu pemahaman umum, pemahaman hukum, dan pemahaman prosedural. Pemahaman umum mencakup kesadaran wajib pajak terhadap tujuan fiskal pemerintah. Pemahaman hukum meliputi aspek konseptual, yakni penguasaan terminologi dan konsep perpajakan, serta aspek teknis berupa kemampuan menerapkan aturan pada situasi spesifik. Sementara itu, pemahaman prosedural mencakup administrasi perpajakan, seperti pendaftaran, pengisian SPT, ketepatan pembayaran, dan pencatatan dokumen untuk mendukung akurasi pelaporan
Menurut Amin (2018), pemahaman pajak merupakan proses ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan mampu mengimplementasikan peraturan perpajakan secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman pajak menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri. Indikator pemahaman perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Amin (2018) yaitu: 
1. Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pemahaman mengenai tarif pajak.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan sanksi pajak.
5. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
2.5 [bookmark: _Toc223791628]Pelayanan Fiskus
Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan fiskus kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus merujuk pada upaya petugas pajak untuk mengapresiasi wajib pajak yang telah berpartisipasi membayar pajak dengan memberikan bantuan serta memfasilitasi berbagai kebutuhan administratif wajib pajak (Welly et al., 2024). Pelayanan fiskus mengacu pada bagaimana petugas pajak memperlakukan wajib pajak dalam beragam saluran interaksi, termasuk pertemuan tatap muka, komunikasi digital, dan layanan help desk (Munjeyi & Schutte, 2025).
Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak harus senantiasa baik dan berkualitas karena baik buruknya pelayanan akan menjadi tolak ukur keberhasilan petugas pajak. Kualitas ini dinilai dari persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang wajib pajak terima dengan pelayanan yang wajib pajak harapkan. Dengan adanya pelayanan yang baik diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik setiap saat kepada wajib pajak serta dapat membangun kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak. Dalam penelitian Suryanti & Sari (2018) indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan fiskus yaitu:
1. Pelayanan pajak yang berkualitas baik. 
2. Proses pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan mudah dipahami.
3. Kemampuan fiskus dalam membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak. 
4. Cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak
2.6 [bookmark: _Toc223791629]Sanksi Pajak
Sanksi pajak merupakan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan terhadap tindakan yang dilarang atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban, seperti keterlambatan penyampaian SPT, kesalahan pengisian, atau pelaporan nilai yang tidak sesuai (Oladipupo & Obazee, 2016). Keberadaan sanksi ini berfungsi sebagai jaminan agar peraturan perpajakan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak ini digunakan sebagai alat pencegah secara preventif agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak harus mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulanginya kembali.
Terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atas pelanggaran hukum berupa pembayaran kerugian negara dan sanksi yang dapat dijatuhkan berupa bunga dan denda. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan dan penjara. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam penelitian Rusmawati & Wardani (2015), indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak yaitu: 
1. Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak.
2. Pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak termasuk keterlambatan pelaporan maupun pembayaran akan dikenakan sanksi (denda).
3. Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

















2.7 [bookmark: _Toc223791630]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc215237122]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Judul dan Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian
	Persamaan dan Perbedaan

	1
	Pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

(Welly et al., 2024)
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan wajib pajak 
Variabel Independen 
a. Pemahaman wajib pajak 
b. Pelayanan fiskus
c. Sosialisasi 
	Pemahaman wajib pajak dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
	Persamaan: menggunakan variabel pemahaman pajak dan pelayanan fiskus, berlandaskan theory of planned behavior.
Perbedaan: Penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak serta memakai teknik proportionate stratified random sampling. Sementara penelitian terdahulu menggunakan simple random sampling dan metode regresi linear berganda

	2
	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Aliviany & Maharani, 2023)
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan wajib pajak 
Variabel Independen 
a. Pengetahuan pajak 
b. Kualitas pelayanan fiskus
c. Sanksi pajak 
	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan tersebut.
	Persamaan: menggunakan variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak, berlandaskan theory of planned behavior.
Perbedaan: penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. sementara itu, penelitian terdahulu menggunakan teori pendukung yaitu teori pembelajaran sosial, serta menerapkan teknik convenience sampling dan menggunakan analisis regresi linear berganda.

	3
	Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.  

(Solichah et al., 2019)
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan formal 
Variabel Independen 
a. Penerapan e-filing 
b. Tingkat pemahaman pajak
c. Sanksi pajak
	Penerapan e-filing, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal.
	Persamaan: menggunakan variabel pemahaman pajak & sanksi pajak, fokus pada kepatuhan pajak formal. 
Perbedaan: penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teknik convenience sampling dan analisis regresi linear berganda

	Disambung ke halaman berikutnya


	  
Tabel 2. 1 Sambungan

	No
	Judul dan Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian
	Persamaan dan Perbedaan

	4
	Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wp op

(Suryanti & Sari, 2018)
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan wajib pajak 
Variabel Independen 
a. Sanksi pajak
b. Pelayanan fiskus
a. Pengetahuan perpajakan
	Sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Persamaan: menggunakan variabel independen sanksi pajak & pelayanan fiskus, memakai rumus slovin, serta analisis regresi linear berganda. 
Perbedaan: penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling, sedangkan penelitian terdahulu probability sampling

	5
	Preferensi risiko dalam memoderasi pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal pada KPP Makassar Utara.
 
(Amin, 2018)
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan formal 
Variabel Independen 
a. Pemahaman peraturan perpajakan 
b. Kesadaran wajib pajak 
Variabel Moderasi
a. Preferensi risiko  
	Pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan formal, serta preferensi risiko mampu memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan kepatuhan formal.
	Persamaan: menggunakan variabel pemahaman pajak dan berfokus pada kepatuhan formal. 
Perbedaan: penelitian ini menggunakan teori theory of planned behavior, menambahkan variabel pelayanan fiskus dan sanksi pajak, serta analisis regresi linear berganda. sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori prospek dan pembelajaran sosial, serta analisis moderated regression analysis (mra)

	6
	Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

(Rusmawanti & Wardani, 2015) 
	Variabel Dependen 
a. Kepatuhan wajib pajak pribadi 
Variabel Independen 
a. Pemahaman pajak 
b. Sanksi pajak
c. Sensus pajak 
	Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan sanksi pajak dan sensus pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tersebut.
	Persamaan: menggunakan pemahaman pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen, serta teknik analisis regresi linear berganda. 
Perbedaan: penelitian ini menambahkan variabel pelayanan fiskus, menggunakan theory of planned behavior. sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori atribusi dan pembelajaran sosial.


  Sumber: Review dari berbagai sumber referensi, 2025




2.8 [bookmark: _Toc223791631]Kerangka Konseptual
[bookmark: _Toc195826348][bookmark: _Toc197359325][bookmark: _Toc200006370][bookmark: _Toc208516412][bookmark: _Toc208525496]Theory of planned behaviour menjadi dasar teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan variabel independen yaitu, pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Theory of planned of behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kusumafanto & Honggowati, 2024). Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. 
Berdasarkan behavioral beliefs, sikap individu dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil atau konsekuensi dari perilaku. Dalam penelitian ini pemahaman pajak mencerminkan behavioral beliefs, dimana pemahaman wajib pajak mengenai manfaat pajak dan risiko ketidakpatuhan pajak serta prosedur perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak akan mempermudah dan membuat wajib pajak lebih maksimal dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal ini akan membentuk sikap positif untuk patuh. 
Faktor kedua pembentuk niat adalah normative beliefs, perilaku individu dipengaruhi oleh harapan dari pihak lain yang dianggap penting, dalam hal ini diwujudkan oleh petugas pajak berupa pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang baik menciptakan norma subjektif yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sehingga wajib pajak menjadi lebih termotivasi untuk patuh. 
Faktor ketiga pembentuk niat adalah control beliefs menjelaskan faktor-faktor yang dapat menghambat atau mendukung suatu perilaku. Dalam hal ini, sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen kontrol dan pencegah (deterrent factor) untuk mencegah pelanggaran dan mendisplinkan wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang tegas akan mempengaruhi perilaku wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Maka kerangka konsep penelitian ini disajikan pada gambar sebagai berikut:
Theory of Planned Behavior




Control Beliefs
Normative Beliefs
Behavioral Beliefs


		
Sanksi Pajak
Pelayanan Fiskus
Pemahaman Pajak




Kepatuhan Wajib Pajak 




[bookmark: _Toc223460516]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Olahan, 2025
2.9 [bookmark: _Toc223791632]   Pengembangan Hipotesis
2.8.1 [bookmark: _Toc223791633]Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan theory planned behaviour, perilaku individu ditentukan oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Salah satu faktor penentu niat adalah behavioral beliefs. Behavioral beliefs adalah keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Keyakinan ini akan membentuk sikap, baik positif maupun negatif, terhadap perilaku tersebut. Jika individu meyakini bahwa hasil dari perilaku tersebut akan positif, maka sikapnya terhadap perilaku itu akan positif, dan sebaliknya.
Pemahaman pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak. Wajib pajak yang memahami pajak dengan baik cenderung patuh karena muncul keyakinan bahwa pajak yang dibayar akan memberikan kontribusi nyata bagi dirinya serta menyadari risiko dari ketidakpatuhan, sehingga ini bisa menjadi dorongan untuk memenuhi tanggung jawab mereka (Welly et al., 2024). Selain itu, wajib pajak yang memiliki pemahaman tata cara perpajakan akan lebih maksimal dalam menyelesaikan kewajibannya. Pemahaman yang baik mendorong wajib pajak untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mengisi serta melaporkan SPT (Oladipupo & Obazee, 2016).
Semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, maka akan semakin positif pula sikap yang terbentuk terhadap perilaku patuh. Oleh karena itu, pemahaman yang baik diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan uraian tersebut diduga bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Amin (2018)  dan Solichah et al., (2019) yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 
H1: Pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.8.2 [bookmark: _Toc223791634]Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan individu mengenai harapan atau pandangan orang lain yang signifikan terhadap perilaku yang akan dilakukan. Dari keyakinan ini terbentuk norma subjektif, yang memotivasi individu untuk menyetujui atau mengikuti harapan tersebut karena pengaruh orang lain. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa individu lain dapat mempengaruhi perilaku individu. Individu yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah fiskus.
Pelayanan fiskus merupakan upaya petugas pajak membantu wajib pajak semaksimal mungkin agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika fiskus melayani dengan baik dan mudah dimengerti, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajibannya. Dengan terciptanya pelayanan yang berkualitas bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kesediaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Welly et al., 2024). Pengalaman layanan yang positif menumbuhkan kepercayaan dan menandakan keadilan prosedural, yang merupakan anteseden dari kepatuhan pajak secara sukarela (Munjeyi & Schutte, 2025).
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryanti & Sari (2018) dan Putra et al., (2023) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H2: Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
2.8.3 [bookmark: _Toc223791635]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan theory planned behaviour, salah satu faktor penentu niat individu yang mempengaruhi perilaku adalah control beliefs. Control beliefs menjelaskan keyakinan individu mengenai adanya faktor-faktor yang menghambat atau mendukung suatu perilaku.
Sanksi pajak merupakan hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Nisa & Subagio, 2023). Wajib pajak cenderung patuh apabila mereka menganggap pelanggaran akan menimbulkan kerugian yang lebih besar akibat sanksi yang dikenakan. Sanksi seperti denda dan bunga, memiliki dampak finansial yang dapat memberikan beban tambahan bagi wajib pajak. Ketika wajib pajak mengetahui konsekuensi yang serius atas pelanggaran pajak, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan (Putra et al., 2023). Adanya sanksi dapat menjadi faktor pencegah bagi wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan.
Berdasarkan pernyataan tersebut diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusmawati & Wardani (2015) dan Solichah et al., (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H3:  Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.10 [bookmark: _Toc223791636]Model Penelitian
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[bookmark: _Toc223460517]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data Olahan, 2025

[bookmark: _Toc111024935][bookmark: _Toc113835290][bookmark: _Toc115039735][bookmark: _Toc208525503][bookmark: _Toc215236440][bookmark: _Toc223791637]BAB III 
[bookmark: _Toc109091668][bookmark: _Toc184139008][bookmark: _Toc197359329][bookmark: _Toc209978247][bookmark: _Toc209978431][bookmark: _Toc223332261][bookmark: _Toc223791638]METODE PENELITIAN 
3.1 [bookmark: _Toc98000202][bookmark: _Toc223791639]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional berisi konsep variabel penelitian dan indikator yang digunakan untuk meneliti variabel, serta pengukuran variabel dimaknai sebagai cara peneliti mengukur variabel dari subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dan pemahaman pajak, pelayanan fiskus serta sanksi pajak sebagai variabel independen.
3.1.1 [bookmark: _Toc223791640]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda yang menunjukkan ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Samarinda Ilir atau KPP Pratama Samarinda Ulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rahadian et al., (2024) dan Rianty & Syahputera (2020), yang telah disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu:
a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan tarif dan prosedur penghitungan yang ditetapkan.
d. Melaporkan SPT tepat waktu. 
e. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sehingga tidak memiliki tunggakan pajak.
3.1.2 [bookmark: _Toc223791641]Pemahaman Pajak
Pemahaman pajak adalah kondisi ketika wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda memahami peraturan perpajakan serta memiliki kemampuan untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator pemahaman pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Amin (2018), yang telah disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu: 
1. Berusaha memahami undang-undang perpajakan.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pemahaman mengenai tarif pajak.
4. Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan sanksi pajak.
5. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
3.1.3 [bookmark: _Toc223791642]Pelayanan Fiskus
Pelayanan fiskus adalah upaya petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu sebagai penyedia layanan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Indikator pelayanan fiskus dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Suryanti & Sari (2018) yaitu:
1. Pelayanan pajak yang berkualitas baik. 
2. Proses pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan mudah dipahami. 
3. Kemampuan fiskus dalam membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak. 
4. Cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak.
3.1.4 [bookmark: _Toc223791643]Sanksi Pajak
Sanksi pajak adalah konsekuensi hukuman berupa sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda yang melanggar ketentuan perpajakan sehingga mendorong kepatuhan pajak. Indikator sanksi pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rusmawati & Wardani (2015), yang telah disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu: 
1. Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak.
2. Petugas pajak menerapkan sanksi secara adil kepada pelanggar pajak. 
3. Sanksi yang diberlakukan, telah memberatkan para wajib pajak yang melanggar.
4. Penerapan sanksi yang berat dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar. 
5. Tidak ada toleransi dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar. 
3.2 [bookmark: _Toc98000203][bookmark: _Toc223791644]Populasi Dan Sampel
Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi yang dianalisis dalam penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP)  aktif yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Dalam penentuan jumlah sampel, populasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Kota Samarinda memiliki dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Pada tahun 2025, terdapat 12.003 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan 234 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Samarinda Ilir, sedangkan di KPP Pratama Samarinda Ulu terdapat 13.166 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan 248 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan demikian, jumlah populasi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Samarinda adalah 25.169 wajib pajak dan jumlah populasi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Samarinda adalah 482 wajib pajak. Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menghitung jumlah sampel yang dapat mewakili populasi. Berikut ini jumlah sampel untuk populasi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha:

Keterangan:
n adalah jumlah sampel wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha
N adalah jumlah populasi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha
e adalah tingkat kesalahan sampel (sampling error) 10%
Dengan perhitungan sampel:


Berikut ini jumlah sampel untuk populasi Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas:

Keterangan:
n adalah jumlah sampel wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas
N adalah jumlah populasi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas
e adalah tingkat kesalahan sampel (sampling error) 10%
Dengan perhitungan sampel:


Dari rumus slovin didapatkan jumlah sampel 100 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan 83 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan stratified random sampling dimana sampel didistribusikan secara proporsional ke setiap kecamatan di Kota Samarinda, yang menjadi unit strata wilayah dalam penelitian ini. Adapun kecamatan di KPP Pratama Samarinda Ilir yang menjadi strata wilayah meliputi: Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Pinang. Sedangkan kecamatan di KPP Pratama Samarinda Ulu yang menjadi strata wilayah meliputi Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang. Jumlah sampel pada masing-masing kecamatan ditentukan dengan alokasi proporsional, menggunakan rumus:

Keterangan:
ni adalah jumlah strata 
n adalah jumlah sampel (100 pelaku usaha dan 83 pekerjaan bebas)
Ni adalah jumlah anggota strata
N adalah jumlah anggota populasi (25.169 pelaku usaha dan 482 pekerja bebas)
Berdasarkan alokasi proporsional, diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:
[bookmark: _Toc215237212]Tabel 3. 1 Data Populasi dan Sampel Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda
	No
	KPP
	Kecamatan
	Populasi Pelaku Usaha Aktif
	Populasi Pekerjaan Bebas Aktif
	Total
	Sampel Pelaku Usaha Aktif
	Sampel Pekerjaan Bebas Aktif
	Total

	1
	KPP Pratama Samarinda Ilir
	Samarinda Ilir
	1.757
	34
	1.791
	7
	6
	13

	2
	
	Samarinda Kota
	1.809
	51
	1.860
	7
	9
	16

	3
	
	Samarinda Utara
	3.445
	68
	3.513
	14
	12
	26

	4
	
	Sambutan
	1.634
	15
	1.649
	7
	3
	10

	5
	
	Sungai Pinang
	3.358
	66
	3.424
	13
	11
	24

	6
	KPP Pratama Samarinda Ulu
	Loa Janan Ilir
	1.886
	38
	1.924
	7
	6
	13

	7
	
	Palaran
	1.747
	36
	1.783
	7
	6
	13

	8
	
	Samarinda Seberang
	1.443
	29
	1.472
	6
	5
	11

	9
	
	Samarinda Ulu
	4.015
	82
	4.097
	16
	14
	30

	10
	
	Sungai Kunjang
	4.076
	62
	4.138
	16
	11
	27

	Total
	25.169
	482
	25.651
	100
	83
	183


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, 2025
3.3 [bookmark: _Toc98000204][bookmark: _Toc223791645]Jenis Dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan statistik. Angka diperoleh dengan menerjemahkan pernyataan kuesioner dan analisis data bertujuan pada pengujian hipotesis penelitian.
Sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu data primer dalam bentuk penyebaran kuesioner fisik yang diambil secara langsung dan diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda untuk menguji pengaruh pemahaman pajak (X1), pelayanan fiskus (X2) dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kuesioner yang disebarkan kemudian langsung dikumpulkan oleh penulis untuk diolah.
3.4 [bookmark: _Toc98000205][bookmark: _Toc223791646]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner fisik kepada responden untuk diisi, kemudian jawaban yang diberikan akan diproses dan diuji lebih lanjut. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan karakteristik responden yang menjadi target penelitian, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi langsung tempat usaha dan praktik responden. Proses penyebaran kuesioner dimulai sejak penyelesaian proposal penelitian hingga tahap akhir pengumpulan data. Kuesioner terdiri atas sejumlah pernyataan yang diajukan kepada responden dan dijawab menggunakan skala Likert. Berikut adalah skala pengukurannya:
· Skor 1 adalah sangat tidak setuju (STS) 
· Skor 2 adalah tidak setuju (TS) 
· Skor 3 adalah netral (N) 
· Skor 4 adalah setuju (S) 
· Skor 5 adalah sangat setuju (SS)
3.5 [bookmark: _Toc223791647]Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares (PLS) version 4.0, yaitu metode alternatif yang dikembangkan dari pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varians (Ghozali & Latan, 2015). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji dan mengestimasi hubungan sebab-akibat antar variabel laten (tidak dapat diukur langsung) dengan variabel manifest (dapat diukur melalui indikator). Evaluasi model dalam PLS-SEM terdiri dari pengukuran model (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model).
3.5.1 [bookmark: _Toc223791648]Pilot Test
Pilot test adalah percobaan seluruh pernyataan sebelum menyebarkan kuesioner pada responden. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas pengukuran skala yang digunakan oleh peneliti untuk memahami tingkat kesalahan. Dengan kata lain, pilot test dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut sesuai dengan tujuan. Kriteria responden dalam pilot test ini adalah wajib pajak orang pribadi aktif yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. 
1. Uji Validitas
Uji validitas adalah uji untuk mengukur valid atau tidaknya setiap pernyataan yang digunakan dalam penelitian. Uji ini digunakan untuk untuk memastikan apakah instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam PLS-SEM, uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Uji validitas konvergen diketahui dari nilai loading faktor dengan rule of thumb > 0,7 dan nilai average variance extracted (AVE) dengan rule of thumb > 0,5 (Ghozali & Latan, 2015). Berikut hasil outer loading dari setiap indikator:
[bookmark: _Toc187741078]Tabel 3.2 Hasil Outer Loading
	Variabel
	Instrumen
	Outer Loading
	Keterangan

	Pemahaman Pajak
	X1.1
	0.867
	Valid

	
	X1.2
	0.861
	Valid

	
	X1.3
	0.874
	Valid

	
	X1.4
	0.897
	Valid

	
	X1.5
	0.864
	Valid

	Pelayanan Fiskus
	X2.1
	0.879
	Valid

	
	X2.2
	0.930
	Valid

	
	X2.3
	0.884
	Valid

	
	X2.4
	0.893
	Valid

	Sanksi Pajak
	X1.1
	0.868
	Valid

	
	X1.2
	0.759
	Valid

	
	X1.3
	0.894
	Valid

	
	X1.4
	0.758
	Valid

	
	X1.5
	0.823
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak
	X1.1
	0.855
	Valid

	
	X1.2
	0.756
	Valid

	
	X1.3
	0.894
	Valid

	
	X1.4
	0.909
	Valid

	
	X1.5
	0.869
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Tabel diatas menunjukan bahwa semua indikator telah memiliki nilai outer loading > 0,70 yang artinya konstruk dapat diterima. Setelah itu, mengukur validitas konvergen melalui nilai AVE. Berikut hasil AVE dari setiap variabel:
[bookmark: _Toc187741079]Tabel 3.3 Hasil Analisis AVE (Average Variance Extracted)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Pemahaman Pajak
	0.762
	Valid

	Pelayanan Fiskus
	0.804
	Valid

	Sanksi Pajak
	0.676
	Valid


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.3 Sambungan
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak
	0.736
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai AVE (Average Variance Extracted) > 0,50 yang artinya valid. Setelah itu, uji validitas diskriminan dapat diketahui dengan nilai cross loading pada variabel yang sama harus lebih tinggi dari variabel lainnya. Berikut hasil cross loading:
[bookmark: _Toc187741080]Tabel 3.4 Hasil Cross Loadings
	 
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0.867
	0.675
	0.636
	0.719

	X1.2
	0.861
	0.707
	0.621
	0.725

	X1.3
	0.874
	0.786
	0.691
	0.694

	X1.4
	0.897
	0.696
	0.605
	0.730

	X1.5
	0.864
	0.841
	0.743
	0.708

	X2.1
	0.855
	0.879
	0.684
	0.764

	X2.2
	0.752
	0.930
	0.762
	0.752

	X2.3
	0.712
	0.884
	0.758
	0.649

	X2.4
	0.710
	0.893
	0.750
	0.661

	X3.1
	0.680
	0.728
	0.868
	0.633

	X3.2
	0.493
	0.629
	0.759
	0.390

	X3.3
	0.661
	0.716
	0.894
	0.663

	X3.4
	0.608
	0.565
	0.758
	0.414

	X3.5
	0.637
	0.720
	0.823
	0.558

	Y1
	0.712
	0.793
	0.673
	0.855

	Y2
	0.614
	0.570
	0.407
	0.756

	Y3
	0.636
	0.633
	0.637
	0.894

	Y4
	0.759
	0.662
	0.551
	0.909

	Y5
	0.772
	0.714
	0.575
	0.869


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Dari tabel diatas, dapat kesimpulan bahwa hubungan variabel laten dengan indikator lebih besar dibandingkan ukuran variabel latennya, sehingga semua indikator telah memenuhi persyaratan untuk parameter cross loadings.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi indikator dalam mengukur variabel yang diteliti. Reliabilitas ini diukur melalui nilai composite reliability dari setiap blok indikator pengukur variabel laten. Indikator suatu variabel laten dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 dan nilai composite reliability lebih dari 0,7. Jika indikator-indikator tersebut memenuhi syarat ini, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan konsisten dan dapat dipercaya
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi indikator dalam mengukur variabel yang diteliti apabila jawaban yang diberikan responden bersifat stabil dan konsisten apabila diisi berulang kali. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai Composite Reliability > 0,7 dan nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh > 0,6 (Ghozali & Latan, 2015). Berikut disajikan hasil uji reliabilitas: 
[bookmark: _Toc215237214]Tabel 3. 5 Hasil Uji Reliabilitas
	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach's Alpha
	Keterangan

	Pemahaman Pajak
	0.941
	0.922
	Reliabel

	Pelayanan Fiskus
	0.943
	0.919
	Reliabel

	Sanksi Pajak
	0.912
	0.881
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak
	0.933
	0.909
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Berdasarkan tabel diatas, nilai Composite Reliability untuk semua variabel > 0,70 dan nilai Cronbach's alpha > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengukuran.
3.5.2 [bookmark: _Toc223791649]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik responden penelitian. Metode ini digunakan untuk menyajikan dan mengolah data secara ringkas, serta memudahkan peneliti dalam menggambarkan dan memahami data.
3.5.3 [bookmark: _Toc223791650]Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran pada penelitian ini mengkorelasikan indikator dengan variabel laten untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model. Model pengukuran (Outer Model) terdiri dari:
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah kuesioner dianggap valid sehingga mampu untuk mengukur variabel dalam penelitian ini. Uji validitas terdiri dari validitas konvergen (Convergent Validity) dan validitas diskriminan (Discriminant Validity). Validitas konvergen adalah uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi variabel laten. Uji ini diukur dengan menggunakan nilai Outer Loading > 0,7 dan Average Variance Extracted (AVE) > 0,5. Sedangkan uji validitas diskriminan untuk menilai sejauh mana suatu variabel memiliki perbedaan yang jelas dari variabel lain dengan melihat nilai Cross Loading > 0,7 (Ghozali & Latan, 2015).  
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi indikator dalam mengukur variabel yang diteliti. Kuesioner dianggap reliabel apabila jawaban yang diberikan tetap konsisten atau stabil walaupun diisi berulang kali. Uji ini diukur melalui nilai Composite Reliability dan nilai Cronbach Alpha. Indikator suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Composite Reliability > 0,7 dan nilai Cronbach Alpha > 0,6.
3.5.4 [bookmark: _Toc223791651]Model Struktural (Inner Model)
Ada beberapa metode yang menjadi kriteria dalam penilaian model struktural (inner model) yaitu nilai R-Square dan F-Square.
1. R-Square
R-Square digunakan untuk mengukur besaran variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kriteria nilai R-Square adalah 0,25 menunjukkan pengaruh lemah, 0,50 menunjukkan pengaruh sedang dan 0,75 menunjukkan pengaruh kuat (Ghozali & Latan, 2015).
2. F-Square
F-Square digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan effect size. Kategori nilai F- Square adalah 0,02 (lemah), 0,15 (sedang) dan 0,35 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).
3. Path Analysis
Path analysis atau estimasi koefisien jalur adalah nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan dengan proses bootstrapping. Metode bootstrapping digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dalam suatu model (Ghozali & Latan, 2015).
3.5.5 [bookmark: _Toc223791652]Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis SmartPLS dengan metode SEM-PLS yang dilakukan dengan bootstrapping. Uji hipotesis digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga dapat menentukan apakah hipotesis penelitian ditolak atau diterima. Dalam menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat digunakan Path Coefficients yang berfungsi untuk menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Penentuan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan nilai p-value < 0,10 yang berarti signifikan namun apabila nilai p-value > 0,10 maka tidak signifikan. Pengujian hipotesis ini menggunakan pendekatan satu arah. Arah pengaruh pada setiap konstruk dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien pada setiap jalur (path). Berikut kriteria hipotesis dalam penelitian ini: 
1. Jika nilai p-value < 0,10 dan koefisien berarah positif maka hipotesis diterima. 
2. Jika nilai p-value > 0,10 atau koefisien berarah negatif maka hipotesis ditolak. 
Dalam penelitian ini ditetapkan tingkat signifikansi sebesar 10% (𝛼 = 0 ,10) dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel yang diambil relatif kecil dibandingkan dengan populasi yang besar. Populasi pada penelitian ini berjumlah 25.651 wajib pajak, sedangkan sampel yang digunakan hanya 183 wajib pajak. Proporsi sampel yang kecil ini membuat penggunaan tingkat signifikansi 5% dianggap terlalu ketat, sehingga berpotensi menghasilkan uji hipotesis yang tidak representatif atau bahkan seluruh hasil uji menjadi tidak signifikan. Oleh karena itu, toleransi kesalahan sebesar 10% dipandang masih dapat diterima agar hasil pengujian tetap seimbang serta relevan dengan kondisi populasi yang diteliti. Penentuan tingkat signifikansi ini juga mengacu pada (Gani & Amalia, 2014) yang menyatakan bahwa dalam penelitian sosial dengan data primer berbentuk cross section, tingkat signifikansi dapat diperluas hingga 20% (α = 0,20). Dengan demikian, taraf signifikansi 10% masih berada dalam batas yang dapat diterima dalam penelitian sosial. 



[bookmark: _Toc208525520][bookmark: _Toc215236457][bookmark: _Toc223791653]
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BAB IV
[bookmark: _Toc209978264][bookmark: _Toc209978448][bookmark: _Toc223332277][bookmark: _Toc223791654]HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. [bookmark: _Toc223791655]Gambaran Umum Penelitian
Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Sebaran kuesioner dalam penelitian ini mencakup sepuluh kecamatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Kecamatan yang berada di bawah KPP Pratama Samarinda Ilir meliputi Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sambutan, dan Sungai Pinang, sedangkan wilayah KPP Pratama Samarinda Ulu meliputi Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha para pelaku usaha dan tempat praktik para pekerja bebas, serta melalui kunjungan ke KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu untuk menemui wajib pajak yang sedang mengurus administrasi perpajakan. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode 17 Juni 2025 hingga 20 November 2025. Hasil distribusi kuesioner tersebut ditunjukkan pada tabel berikut: 
[bookmark: _Toc223332351]Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner
	Keterangan
	Jumlah (rangkap)

	Kuesioner yang tersebar
	188

	Kuesioner yang memenuhi kriteria
	183

	Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria
	5

	Kuesioner yang diolah
	183


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Berdasarkan hasil pengumpulan dan seleksi data diperoleh 183 responden yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari 188 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 183 kuesioner yang layak digunakan dan diolah sebagai data penelitian. Sementara itu, 5 kuesioner tidak memenuhi kriteria karena berdasarkan aspek jabatan, responden merupakan karyawan dan bukan sebagai pemilik, sehingga tidak berkewajiban untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Oleh karena itu, kuesioner tersebut tidak dimasukkan kedalam sampel penelitian.
4.2. [bookmark: _Toc223791656]Karakteristik Responden
Pada Karakteristik Responden, peneliti memaparkan identitas responden yang telah memenuhi syarat sebagai pengisi kuesioner. Adapun kriteria yang ditanyakan pada kuesioner adalah jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, kecamatan, kepemilikan NPWP, jabatan, bidang, terdaftar di KPP dan status wajib pajak. Jumlah berdasarkan karakteristik responden tersebut, ditampilkan pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc223332352]Tabel 4. 2 Data Statistik Karakteristik Responden
	Kriteria
	Karakteristik
	Jumlah
	Persentase

	Jenis Kelamin
	Laki-laki
	64
	35%

	
	Perempuan
	119
	65%

	Usia
	21-30 Tahun
	36
	20%

	
	31-40 Tahun
	47
	26%

	
	41-50 Tahun
	59
	32%

	
	51-60 Tahun
	34
	19%

	
	> 60 Tahun
	7
	4%

	Pendidikan Terakhir
	SMA
	85
	46%

	
	Diploma (D3)
	5
	3%

	
	Sarjana (S1)
	89
	49%

	
	Magister (S2)
	4
	2%


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.2 Sambungan
	Kriteria
	Karakteristik
	Jumlah
	Persentase

	Pekerjaan dan Klasifikasi Lapangan Usaha
	Pelaku Usaha
	100
	55%

	
	Pengacara
	7
	4%

	
	Notaris & PPAT
	21
	11%

	
	Praktik Dokter
	41
	22%

	
	Praktik Dokter Gigi
	14
	8%

	Kecamatan
	Samarinda Ilir-Pelaku Usaha
	7
	4%

	
	Samarinda Ilir-Pekerjaan Bebas
	6
	3%

	
	Samarinda Kota-Pelaku Usaha
	7
	4%

	
	Samarinda Kota-Pekerjaan Bebas
	9
	5%

	
	Samarinda Utara-Pelaku Usaha
	14
	8%

	
	Samarinda Utara-Pekerjaan Bebas
	12
	7%

	
	Sambutan-Pelaku Usaha
	7
	4%

	
	Sambutan-Pekerjaan Bebas
	3
	2%

	
	Sungai Pinang-Pelaku Usaha
	13
	7%

	
	Sungai Pinang-Pekerjaan Bebas
	11
	6%

	
	Loa Janan Ilir-Pelaku Usaha
	7
	4%

	
	Loa Janan Ilir-Pekerjaan Bebas
	6
	3%

	
	Palaran-Pelaku Usaha
	7
	4%

	
	Palaran-Pekerjaan Bebas
	6
	3%

	
	Samarinda Seberang-Pelaku Usaha
	6
	3%

	
	Samarinda Seberang-Pekerjaan Bebas
	5
	3%

	
	Samarinda Ulu-Pelaku Usaha
	16
	9%

	
	Samarinda Ulu-Pekerjaan Bebas
	14
	8%

	
	Sungai Kunjang-Pelaku Usaha
	16
	9%

	
	Sungai Kunjang-Pekerjaan Bebas
	11
	6%

	NPWP
	Memiliki NPWP
	183
	100%

	
	Tidak Memiliki NPWP
	0
	0%

	Jabatan Responden
	Pemilik
	183
	100%

	
	Karyawan
	0
	0%

	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
	KPP Pratama Samarinda Ilir
	89
	49%

	
	KPP Pratama Samarinda Ulu
	94
	51%

	Status WP
	WP Orang Pribadi
	183
	100%

	
	WP Badan
	0
	0%


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Berdasarkan data yang diperoleh dari 183 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda, diperoleh beberapa karakteristik demografis yang menggambarkan profil responden dalam penelitian ini. 
Berdasarkan kelompok jenis kelamin, responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 119 orang (65%), sedangkan laki-laki berjumlah 64 orang (35%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan.
Berdasarkan aspek usia, responden berada pada rentang usia 21-30 tahun berjumlah 36 orang (20%), usia 31-40 tahun berjumlah 47 orang (26%), usia 41-50 tahun berjumlah 59 orang (32%), usia 51-60 tahun berjumlah 34 orang (32%) dan usia diatas 60 tahun berjumlah 7 orang (4%). Dengan demikian, sebagian besar responden berada pada usia produktif, yaitu 41-50 tahun.
Berdasarkan tingkat pendidikan, responden berada pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 85 orang (46%), Diploma (D3) berjumlah 5 orang (3%), Sarjana (S1) sebanyak 89 orang (49%) dan Magister (S2) sebanyak 4 orang (2%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, yaitu SMA dan Sarjana (S1).
Berdasarkan jenis pekerjaan, responden yang melakukan kegiatan usaha berjumlah 100 orang (55%). Sementara itu, berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, responden yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari aktivias pengacara sebanyak 7 orang (4%), notaris dan PPAT sebanyak 21 orang (11%), praktik dokter 41 orang (22%) dan praktik dokter gigi 14 orang (8%). 
Dilihat dari sebaran wilayah, responden berasal dari berbagai kecamatan di Kota Samarinda dengan dua kategori utama yaitu pelaku usaha dan pekerjaan bebas. Distribusi ini terdiri Kecamatan Samarinda Ilir (7 pelaku usaha dan 6 pekerjaan bebas), Kecamatan Samarinda Kota (7 pelaku usaha dan 9 pekerjaan bebas), Kecamatan Samarinda Utara (14 pelaku usaha dan 12 pekerjaan bebas), Kecamatan Sambutan (7 pelaku usaha dan 3 pekerjaan bebas), Kecamatan Sungai Pinang (13 pelaku usaha dan 11 pekerjaan bebas), Kecamatan Loa Janan Ilir (7 pelaku usaha dan 6 pekerjaan bebas), Kecamatan Palaran (7 pelaku usaha dan 6 pekerjaan bebas), Kecamatan Samarinda Seberang (6 pelaku usaha dan 5 pekerjaan bebas), Kecamatan Samarinda Ulu (16 pelaku usaha dan 14 pekerjaan bebas), Kecamatan Sungai Kunjang (16 pelaku usaha dan 11 pekerjaan bebas).
Berdasarkan status kepemilikan, seluruh responden merupakam pemilik dari usaha dan praktik. Selain itu, semua responden dalam penelitian ini telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir sebanyak 89 orang (49%) dan di KPP Pratama Samarinda Ulu sebanyak 94 orang (51%). Seluruhnya berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi.
4.3. [bookmark: _Toc223791657]Analisis Statistik Deskriptif
	Tujuan dari analisis deskriptif adalah menyajikan gambaran hasil jawaban responden dari setiap indikator pengukuran variabel data sehingga data lebih mudah dipahami. Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah pemahaman pajak (X1) dan pelayanan fiskus (X2) dan sanksi pajak (X3). Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. 
[bookmark: _Toc223791658]Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak (Y)
Kepatuhan pajak dianalisis menggunakan lima pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk nilai mean, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: 

[bookmark: _Toc223332353]Tabel 4. 3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak (Y)
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y1
	0
	0
	25
	103
	55
	4,16

	Y2
	0
	11
	28
	102
	42
	3,95

	Y3
	0
	11
	45
	92
	35
	3,82

	Y4
	0
	13
	37
	92
	41
	3,87

	Y5
	0
	10
	31
	89
	53
	4,01

	Mean Variabel
	3,96


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y1 diperoleh nilai mean 4,16. Dengan demikian wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu serta memiliki NPWP. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y2 diperoleh nilai mean 3,95. Dengan demikian wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y3 diperoleh nilai 3,82. Dengan demikian wajib pajak menghitung jumlah pajak mereka berdasarkan ketentuan tarif dan prosedur perhitungan yang ditetapkan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y4 diperoleh nilai mean 3,87. Dengan demikian wajib pajak melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y5 diperoleh nilai mean 4,01. Dengan demikian wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan pajak.
[bookmark: _Toc223791659]Analisis Deskriptif Pemahaman Pajak (X1)
Pemahaman pajak dianalisis menggunakan lima pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk nilai mean, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:
[bookmark: _Toc223332354]Tabel 4. 4 Analisis Deskriptif Pemahaman Pajak (X1)
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	0
	10
	47
	91
	35
	3,82


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 4. 4 Sambungan
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.2
	0
	9
	35
	92
	47
	3,96

	X1.3
	0
	13
	41
	85
	44
	3,87

	X1.4
	0
	16
	44
	86
	37
	3,78

	X1.5
	0
	16
	45
	88
	34
	3,76

	Mean Variabel
	3,84


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata jawaban responden pada setiap pernyataan variabel pemahaman pajak (X1) berada pada kategori setuju. Pada pernyataan X1.1, diperoleh nilai mean sebesar 3,82, yang menunjukkan bahwa wajib pajak berusaha memahami isi undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada pernyataan X1.2, nilai mean sebesar 3,96, mengindikasikan bahwa wajib pajak telah memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Pernyataan X1.3 memperoleh mean 3,87, yang berarti wajib pajak mengetahui tarif pajak untuk penghasilan mereka. Selanjutnya, pernyataan X1.4 dengan mean 3,78, menunjukkan bahwa wajib pajak memahami istilah perpajakan seperti PTKP, PKP, dan sanksi pajak. Pernyataan X1.5 memiliki mean 3,76, yang menunjukkan bahwa responden memperoleh pemahaman mengenai peraturan perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
[bookmark: _Toc223791660]Analisis Deskriptif Pelayanan Fiskus (X2)
Pelayanan fiskus dianalisis menggunakan lima pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk nilai mean, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:
[bookmark: _Toc223332355]Tabel 4. 5 Analisis Deskriptif Pelayanan Fiskus (X2)
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	0
	18
	45
	70
	50
	3,83

	X2.2
	0
	11
	41
	85
	46
	3,90


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 4. 5 Sambungan
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.3
	0
	9
	34
	77
	63
	4,06

	X2.4
	1
	19
	38
	72
	53
	3,85

	Mean Variabel
	3,91


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.1 diperoleh nilai mean 3,83. Dengan demikian wajib pajak merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.2 diperoleh nilai mean 3,90. Dengan demikian petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu melayani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.3 diperoleh nilai 4,06. Dengan demikian petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang kompeten, sehingga membantu meningkatkan pemahaman pajak wajib pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.4 diperoleh nilai mean 3,85. Dengan demikian petugas pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu selalu cepat dan tanggap dalam merespon keluhan wajib pajak.
[bookmark: _Toc223791661]Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X3)
Sanksi pajak dianalisis menggunakan lima pernyataan. Hasil analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk nilai mean pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc223332356]Tabel 4. 6 Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X3)
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.1
	0
	13
	54
	85
	31
	3,73

	X3.2
	1
	16
	49
	88
	29
	3,69


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 4. 6 Sambungan
	Indikator
	Jumlah
	Mean Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.3
	1
	10
	46
	85
	41
	3,84

	X3.4
	0
	10
	41
	80
	52
	3,95

	X3.5
	1
	11
	42
	98
	31
	3,80

	Mean Variabel
	3,80


Sumber: Hasil Olahan Data, 2025
	Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.1 diperoleh nilai mean 3,73. Dengan demikian sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak KPP terhadap pelanggar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.2 diperoleh nilai mean 3,69. Dengan demikian wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas merasa bahwa petugas pajak telah berlaku adil kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.3 diperoleh nilai 3,84. Dengan demikian sanksi pajak yang dikenakan kepada semua pelanggar pajak menurut wajib pajak telah memberatkan pelanggar pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.4 diperoleh nilai mean 3,95. Dengan demikian penerapan sanksi yang berat dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggarnya. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.5 diperoleh nilai mean 3,80. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya toleransi dalam pemberian sanksi pajak terhadap seluruh pihak pelanggar pajak.
4.4. [bookmark: _Toc223791662]Hasil Analisis Data
1. [bookmark: _Toc223791663]Model Pengukuran (Outer Model)
1. Uji Validitas Konvergen
Dalam model pengukuran (Outer Model), validitas konvergen diuji melalui dua parameter, yaitu Outer Loading dan Average Variance Extracted (AVE). Instrumen dinyatakan valid apabila nilai Outer Loading > 0,7 dan nilai AVE > 0,5. Berdasarkan kriteria tersebut, berikut disajikan tabel hasil Outer Loading untuk setiap indikator:
[bookmark: _Toc223332357]Tabel 4. 7 Hasil Outer Loading
	Variabel
	Item
	Outer Loading 
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	1
	0.772
	Valid

	
	2
	0.823
	Valid

	
	3
	0.871
	Valid

	
	4
	0.860
	Valid

	
	5
	0.847
	Valid

	Pemahaman Pajak (X1)
	1
	0.804
	Valid

	
	2
	0.831
	Valid

	
	3
	0.806
	Valid

	
	4
	0.855
	Valid

	
	5
	0.819
	Valid

	Pelayanan Fiskus (X2)
	1
	0.891
	Valid

	
	2
	0.899
	Valid

	
	3
	0.893
	Valid

	
	4
	0.900
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	1
	0.844
	Valid

	
	2
	0.827
	Valid

	
	3
	0.836
	Valid

	
	4
	0.815
	Valid

	
	5
	0.769
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Berdasarkan hasil Outer Loading, disimpulkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,6 sehingga konstruk dapat dinyatakan valid dan layak digunakan. Selain itu, parameter yang digunakan untuk menguji validitas konvergen adalah nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0,5. Berikut disajikan tabel hasil analisis AVE untuk setiap variabel:
[bookmark: _Toc223332358]Tabel 4. 8 Hasil Analisis AVE
	Variabel
	Average Variance Extracted (AVE)
	Keterangan

	Pemahaman Pajak (X1)
	0.678
	Valid

	Pelayanan Fiskus (X2)
	0.802
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	0.670
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.698
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Berdasarkan tabel di atas, nilai Average Variance Extracted (AVE) seluruh konstruk lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan memenuhi kriteria AVE.
2. Uji Validitas Diskriminan
Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan nilai Cross Loading setiap indikator dengan indikator lainnya pada variabel lainnya. Jika korelasi antara suatu konstruk dan indikatornya lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan indikator dan konstruk lainnya, maka model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang sangat baik. Berikut disajikan hasil Cross Loading pada setiap indikator yang ditampilkan dalam tabel.
Tabel 4.9 Hasil Cross Loadings
	 
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0.804
	0.505
	0.536
	0.507

	X1.2
	0.831
	0.580
	0.595
	0.495

	X1.3
	0.806
	0.573
	0.596
	0.544

	X1.4
	0.855
	0.619
	0.597
	0.511

	X1.5
	0.819
	0.543
	0.575
	0.520

	X2.1
	0.615
	0.891
	0.674
	0.618

	X2.2
	0.640
	0.899
	0.705
	0.626

	X2.3
	0.606
	0.893
	0.750
	0.597

	X2.4
	0.593
	0.900
	0.694
	0.602

	X3.1
	0.574
	0.647
	0.844
	0.574

	X3.2
	0.566
	0.683
	0.827
	0.541

	X3.3
	0.596
	0.623
	0.836
	0.571

	X3.4
	0.559
	0.683
	0.815
	0.534

	X3.5
	0.586
	0.591
	0.769
	0.562

	Y1
	0.448
	0.606
	0.570
	0.772

	Y2
	0.559
	0.561
	0.554
	0.823

	Y3
	0.519
	0.557
	0.590
	0.871

	Y4
	0.550
	0.565
	0.575
	0.860

	Y5
	0.541
	0.559
	0.551
	0.847


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel laten dan indikatornya lebih besar dibandingkan korelasi dengan variabel lain. Dengan demikian, seluruh indikator telah memenuhi persyaratan validitas diskriminan berdasarkan parameter cross loading.
3. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat konsistensi indikator dalam mengukur variabel yang diteliti apabila jawaban yang diberikan responden bersifat stabil dan konsisten apabila diisi berulang kali. Suatu variabel dinyatakan reliabel dengan kriteria nilai Composite Reliability > 0,7 dan nilai Cronbach's Alpha > 0,6 (Ghozali & Latan, 2015). Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas: 
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas
	Variabel
	Composite Reability
	Cronbach Alpha
	Keterangan

	Pemahaman Pajak (X1)
	0.913
	0.881
	Reliabel

	Pelayanan Fiskus (X2)
	0.942
	0.918
	Reliabel

	Sanksi Pajak (X3)
	0.910
	0.876
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.920
	0.891
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Tabel diatas menunjukkan nilai nilai Composite Reliability > 0,7 dan nilai Cronbach's Alpha > 0,6 yang membuktikan setiap pernyataan dinyatakan reliabel, sehingga setiap instrumen memiliki konsistensi dan stabilitas.
[bookmark: _Toc223791664]Model Struktural (Inner Model)
1. R-Square
R-Square digunakan untuk mengukur besaran variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kriteria nilai R-Square adalah 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/moderate) dan  0,75 (kuat). Hasil perhitungan nilai R-Square ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel 4. 11 Hasil R-Square
	Keterangan
	R-Square
	R-Square Adjusted

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,540
	0,532


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R-Square pada kepatuhan wajib pajak 0,540 sehingga variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak dapat menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 54% yang berada pada kategori model sedang (moderate) dan sisanya 46% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
2. F-Square
F-Square digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan effect size. Kategori nilai F- Square adalah 0,02 (lemah),  0,15 (sedang) dan 0,35 (kuat). Hasil F-Square disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 4. 12 Hasil F-Square
	Keterangan
	F-Square

	Pemahaman Pajak (X1)
	0,045

	Pelayanan Fiskus (X2)
	0,073

	Sanksi Pajak (X3)
	0,058


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Berdasarkan tabel di atas, pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai f-square sebesar 0,045 yang menunjukkan pengaruh lemah, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai f-square sebesar 0,073 yang menunjukkan pengaruh lemah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai f-square sebesar 0,058 yang menunjukkan pengaruh lemah. 


3. Path Analysis
Path analysis atau estimasi koefisien jalur adalah nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan dengan proses bootstrapping. Hasil bootstrapping ditunjukkan pada gambar berikut.
[image: ]
[bookmark: _Toc208525526]Gambar 4. 1 Hasil Bootstrapping
Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
[bookmark: _Toc223791665]Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode SEM-PLS dengan teknik bootstrapping menggunakan software SmartPLS versi 4. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Berikut hasil uji hipotesis:
Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis
	Variabel
	Original Sample (O) 
	Sample Mean 
(M) 
	Standard Deviation (STDEV) 
	t Statistic (|O/STDEV|)
	P value 

	X1 -> Y
	0,212
	0,211
	0,081
	2,620
	0,009

	X2 -> Y
	0,312
	0,303
	0,101
	3,098
	0,002

	X3 -> Y
	0,285
	0,296
	0,115
	2,478
	0,013


Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS, 2025
Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut: 
1. Variabel pemahaman pajak memiliki nilai t-statistic sebesar 2,620 yang berarti lebih dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,009 yang berarti kurang dari 0,10 serta nilai Original Sample sebesar 0,212 yang mengarah positif. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. 
2. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai t-statistic sebesar 3,098 yang berarti lebih dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,002 yang berarti kurang dari dari 0,10 serta nilai Original Sample sebesar 0,312 yang mengarah positif. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t-statistic sebesar 2,478 yang berarti lebih dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,013 yang berarti kurang dari 0,10 serta nilai Original Sample sebesar 0,285 yang mengarah positif. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. 
4.5. [bookmark: _Toc223791666]Pembahasan
1. [bookmark: _Toc223791667]Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda
Pada pengujian pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Nilai Original Sample 0,212 yang menunjukkan arah hubungan positif antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t-statistic 2,620 yang lebih besar dari 1,66 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Hal ini juga didukung oleh nilai p-value sebesar 0,009 yang berarti kurang dari 0,10 sehingga hipotesis pertama diterima. 
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman pajak berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Pemahaman pajak berperan sebagai dasar informasi yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Wajib pajak yang memahami tata cara perpajakan cenderung lebih optimal dalam menjalankan kewajiban tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan gambaran umum objek penelitian, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas, yaitu 46% berpendidikan SMA dan 49% berpendidikan sarjana. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi tersebut berperan dalam meningkatkan kemampuan responden untuk mengakses dan memahami informasi perpajakan, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional terkait pemenuhan kewajiban pajak. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden berada pada kategori setuju dengan nilai mean 3,84, yang mencerminkan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman pajak yang baik. Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada aspek memahami hak dan kewajiban perpajakan. Artinya wajib pajak telah memiliki dasar kesadaran yang kuat mengenai peran serta tanggung jawabnya, sehingga mendukung terbentuknya perilaku kepatuhan. Namun, indikator pemahaman yang diperoleh melalui sosialisasi KPP memperoleh nilai terendah meskipun masih dalam kategori setuju, menunjukkan bahwa sosialisasi formal KPP belum berjalan optimal. Oleh karena itu, KPP perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi melalui pelaksanaan yang lebih rutin dan berkesinambungan khususnya ketika terdapat pembaruan peraturan agar dapat menjembatani kesenjangan pemahaman. Temuan ini juga menekankan perlunya peran aktif wajib pajak dalam memanfaatkan kegiatan sosialisasi sebagai sumber informasi utama agar pemahaman perpajakan dapat meningkat.
Theory of planned behavior menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori tersebut. Pemahaman pajak mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap manfaat dan risiko yang muncul dari kepatuhan maupun ketidakpatuhan. Ketika wajib pajak memahami bahwa pajak yang dibayarkan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta menyadari risiko dari ketidakpatuhan, maka terbentuklah sikap positif terhadap kepatuhan. Sikap ini kemudian mendorong niat dan perilaku nyata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Temuan ini mendukung hasil penelitian Amin (2018)  dan Solichah et al., (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan tingkat pemahaman yang lebih baik akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti cara membayar dan melaporkan pajak. 
[bookmark: _Toc223791668]Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda
Hasil pengujian kedua, ditemukan bahwa pelayanan fiskus terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Nilai Original Sample 0,312 yang menunjukkan arah hubungan positif antara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t-statistic 3,098 yang lebih besar dari 1,66 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Hal ini juga didukung oleh nilai p-value sebesar 0,002 yang berarti kurang dari 0,10 sehingga hipotesis kedua diterima.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelayanan fiskus yang berkualitas dan memuaskan tidak hanya memberikan kemudahan administratif, tetapi juga menciptakan dorongan sosial bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Ditinjau dari gambaran umum objek penelitian, sebagian besar responden berada pada usia produktif, sehingga pelayanan fiskus yang mudah dipahami sangat dibutuhkan bagi responden yang belum terbiasa dengan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Peran petugas fiskus dalam memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak berperan penting dalam menjembatani keterbatasan pemahaman wajib pajak dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel pelayanan fiskus memperoleh nilai mean sebesar 3,91, yang mengindikasikan bahwa responden berada pada kategori setuju. Temuan ini mencerminkan bahwa wajib pajak menilai pelayanan yang diberikan KPP Pratama Samarinda Ilir dan Samarinda Ulu sudah berlangsung dengan baik. Penilaian positif tersebut terutama terlihat pada indikator yang berkaitan dengan kompetensi petugas, di mana kemampuan dan pengetahuan fiskus dinilai cukup membantu wajib pajak dalam memahami dan menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Meskipun demikian, indikator kepuasan umum terhadap pelayanan serta kecepatan dan ketanggapan dalam merespon keluhan memperoleh nilai terendah meskipun masih dalam kategori setuju. Oleh karena itu, KPP perlu memperkuat aspek responsivitas melalui prosedur penanganan keluhan yang lebih efisien dan penetapan alokasi sumber daya yang memadai, sehingga keluhan dapat ditangani dengan lebih cepat dan tanggap serta berdampak pada meningkatnya kepuasan wajib pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior, yang menyatakan bahwa salah satu determinan niat berperilaku adalah keyakinan normatif. Dalam konteks perpajakan, norma subjektif dapat terbentuk ketika wajib pajak merasakan dorongan dari pelayanan fiskus. Pelayanan yang informatif dan responsif membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, sehingga meningkatkan motivasi dan kemauan untuk patuh. 
Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Suryanti & Sari (2018) dan Putra et al., (2023), yang menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika pelayanan pajak berjalan dengan baik, wajib pajak cenderung untuk mematuhi kewajibannya.
[bookmark: _Toc223791669]Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda
Pengujian ketiga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Nilai Original Sample 0,285 yang menunjukkan arah hubungan positif antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t-statistic 2,478 yang lebih besar dari 1,66 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Hal ini juga didukung oleh nilai p-value sebesar 0,013 yang berarti kurang dari 0,10 sehingga hipotesis ketiga diterima.
Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan sanksi pajak berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang menegaskan adanya konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, semakin berat dan tegas sanksi pajak yang diterapkan, maka semakin besar pula dorongan wajib pajak untuk patuh.
Gambaran umum responden menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Tingkat pemahaman pajak yang relatif tinggi membuat mereka memiliki literasi yang baik mengenai konsekuensi ketidakpatuhan. Mereka menyadari bahwa pelanggaran dapat menimbulkan sanksi berupa pembayaran tambahan di luar kewajiban utama, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial. 
Perolehan mean sebesar 3,80 menunjukkan bahwa sanksi pajak dinilai responden dalam kategori setuju. Indikator dengan skor tertinggi adalah keyakinan bahwa sanksi yang tegas mampu menimbulkan efek jera. Temuan ini mencerminkan bahwa wajib pajak menilai penerapan sanksi yang berat efektif sebagai pencegah pelanggaran karena dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang merugikan bagi pelanggar. Namun, indikator terkait keadilan petugas dalam memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pelanggar memperoleh skor terendah. Meskipun masih dalam kategori setuju, hasil ini mengindikasikan adanya keraguan wajib pajak terhadap aspek kesetaraan dalam penegakan sanksi. Dengan demikian, sanksi pajak harus ditetapkan secara konsisten dan adil. Persepsi keadilan dan kesetaraan dalam penerapan sanksi menjadi kunci dalam menciptakan efek jera yang merata di seluruh lapisan wajib pajak. 
Berdasarkan theory of planned behavior, khususnya pada dimensi control beliefs menekankan keyakinan individu mengenai adanya faktor eksternal yang dapat mendorong atau menghambat perilaku. Hasil ini sejalan dengan teori ini karena sanksi pajak merupakan bentuk kontrol eksternal yang berfungsi sebagai pencegah pelanggaran. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran akan dikenai konsekuensi finansial yang merugikan, mereka cenderung mempertimbangkan risiko tersebut sebelum memutuskan untuk tidak patuh. 
Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rusmawati & Wardani (2015) dan Solichah et al., (2019), yang keduanya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini karena sanksi pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
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BAB V
[bookmark: _Toc209978467][bookmark: _Toc223332294][bookmark: _Toc223791671]PENUTUP
5.1. [bookmark: _Toc223791672]Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.
5.2. [bookmark: _Toc223791673]Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut
1. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, diharapkan efektivitas program edukasi pajak dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan sosialisasi guna menjembatani kesenjangan pemahaman wajib pajak. Selain itu, kualitas pelayanan perlu diperkuat dengan meningkatkan responsivitas dalam menangani keluhan wajib pajak. Dalam aspek penegakan sanksi, KPP juga perlu memastikan bahwa sanksi perpajakan diterapkan secara tegas dan adil agar tercipta persepsi kesetaraan serta mendorong terbentuknya efek jera yang merata bagi seluruh wajib pajak yang melanggar.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda, diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam memahami peraturan perpajakan, salah satunya dengan memanfaatkan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan KPP sebagai sumber informasi utama. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak akan lebih mudah dan lebih tepat dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum dibahas dalam penelitian ini, mengingat hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel X hanya mampu menjelaskan 54% variasi pada variabel Y. Dengan penambahan variabel tambahan, penelitian berikutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap.
4. 
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LEMBAR KUESIONER PENELITIAN
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden
Perkenalkan saya Joice Simanjuntak, mahasiswi program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul: “Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. Pada kali ini, saya selaku peneliti meminta kesedian Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuesioner. 
Berikut kuesioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan akan terjamin kerahasiaannya. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 
Hormat Saya, 
Peneliti

Joice Simanjuntak


IDENTITAS RESPONDEN

Nama		:
Jenis Kelamin	:	
· Laki-Laki 					Perempuan
Usia		:
· 21-30 Tahun 					41-50 Tahun
· 31-40 Tahun					51-60 Tahun
· > 61 Tahun
Pendidikan Terakhir	:
· SD-SMP					Diploma 
· SMA						S1 (Sarjana)
· Lainnya, Sebutkan:				
Pekerjaan		:
Pelaku Usaha 					Notaris & PPAT
· Praktik Dokter	 				Pengacara
· Praktik Dokter Gigi 				Konsultan Hukum
· Lainnya, Sebutkan:
Alamat Kecamatan	: 
Memiliki NPWP	: 
· Ya						Tidak
Jabatan Responden	:
· Pemilik						Karyawan
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
· KPP Pratama Samarinda Ilir			KPP Pratama Samarinda Ulu
Status Wajib Pajak (WP)
· WP Orang Pribadi				WP Badan 






Petunjuk Pengisian: 
1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i. 
2. Mohon untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya. 
Keterangan: 
· Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
· Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 
· Angka 3 = Netral (N) 
· Angka 4 = Setuju (S) 
· Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
Kepatuhan Wajib Pajak 
	NO
	PERNYATAAN
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
	
	
	
	
	

	2
	Saya mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
	
	
	
	
	

	3
	Saya menghitung jumlah pajak saya berdasarkan ketentuan tarif dan prosedur perhitungan yang ditetapkan.
	
	
	
	
	

	4
	Saya melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu.
	
	
	
	
	

	5
	Saya membayar pajak saya dengan tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan pajak.
	
	
	
	
	



Pemahaman Pajak
	NO
	PERNYATAAN
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Saya berusaha memahami isi undang-undang dan peraturan  perpajakan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2
	Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak. 
	
	
	
	
	

	3
	Saya mengetahui tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan saya. 
	
	
	
	
	

	4
	Saya memahami istilah seperti PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan sanksi pajak. 
	
	
	
	
	

	5
	Saya mengetahui peraturan perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak (KPP).
	
	
	
	
	



Pelayanan Fiskus
	NO
	PERNYATAAN
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Saya merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.
	
	
	
	
	

	2
	Petugas pajak melayani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mudah dipahami oleh saya sebagai wajib pajak.
	
	
	
	
	

	3
	Petugas pajak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang kompeten, sehingga membantu meningkatkan pemahaman pajak saya.
	
	
	
	
	

	4
	Petugas pajak selalu cepat dan tanggap dalam merespon keluhan saya.
	
	
	
	
	



Sanksi Pajak
	NO
	PERNYATAAN
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2
	Saya merasa bahwa petugas pajak telah berlaku adil kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran pajak
	
	
	
	
	

	3
	Sanksi yang dikenakan kepada semua pelanggar pajak menurut saya telah memberatkan pelanggar pajak.
	
	
	
	
	

	4
	Penerapan sanksi yang berat dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggarnya.
	
	
	
	
	

	5
	Tidak adanya toleransi dalam pemberian sanksi pajak terhadap seluruh pihak pelanggar pajak.
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1. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	NO
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	 
	NO
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5

	1
	3
	3
	3
	4
	4
	 
	19
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	20
	5
	4
	5
	5
	5

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	21
	4
	4
	5
	4
	4

	4
	5
	5
	5
	4
	4
	 
	22
	4
	3
	4
	4
	4

	5
	4
	4
	3
	3
	4
	 
	23
	4
	3
	5
	4
	4

	6
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	24
	4
	3
	3
	3
	3

	7
	4
	5
	3
	3
	3
	 
	25
	4
	3
	3
	4
	4

	8
	4
	4
	4
	4
	3
	 
	26
	4
	3
	3
	3
	4

	9
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	27
	4
	4
	4
	3
	4

	10
	3
	4
	3
	4
	4
	 
	28
	3
	3
	3
	2
	2

	11
	4
	5
	5
	4
	5
	 
	29
	4
	4
	4
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	30
	5
	4
	5
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	31
	3
	2
	2
	2
	2

	14
	4
	4
	4
	4
	3
	 
	32
	5
	3
	5
	5
	5

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	33
	3
	2
	3
	2
	2

	16
	3
	3
	2
	2
	3
	 
	34
	4
	5
	5
	4
	4

	17
	4
	4
	4
	5
	5
	 
	35
	5
	4
	4
	3
	3

	18
	3
	3
	3
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	 
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5

	1
	4
	4
	2
	3
	3
	 
	19
	4
	4
	5
	5
	4

	2
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	20
	5
	5
	4
	4
	5

	3
	3
	4
	4
	3
	4
	 
	21
	4
	5
	4
	4
	3

	4
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	22
	4
	4
	5
	4
	4

	5
	4
	4
	3
	3
	3
	 
	23
	4
	4
	4
	3
	4

	6
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	24
	4
	4
	4
	4
	5

	7
	5
	4
	5
	3
	4
	 
	25
	4
	5
	5
	4
	5

	8
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	26
	4
	5
	5
	5
	4

	9
	4
	5
	5
	4
	4
	 
	27
	3
	4
	4
	3
	4

	10
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	28
	3
	2
	3
	2
	2

	11
	5
	4
	5
	4
	5
	 
	29
	4
	5
	4
	4
	4

	12
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	30
	4
	5
	5
	4
	4

	13
	4
	5
	5
	4
	5
	 
	31
	2
	3
	2
	2
	3

	14
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	32
	5
	4
	5
	4
	5

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	33
	2
	3
	3
	2
	2

	16
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	34
	4
	5
	4
	5
	4

	17
	5
	5
	5
	5
	4
	 
	35
	3
	4
	3
	3
	4

	18
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 











Lanjutan Tabulasi Angka Data Pilot Test (35 Responden)
3. Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
	NO
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	 
	NO
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	1
	3
	3
	3
	3
	 
	19
	5
	5
	5
	5

	2
	3
	4
	4
	3
	 
	20
	5
	5
	4
	5

	3
	3
	4
	4
	3
	 
	21
	3
	4
	4
	2

	4
	5
	5
	5
	5
	 
	22
	3
	4
	5
	4

	5
	3
	3
	3
	3
	 
	23
	3
	4
	3
	4

	6
	4
	3
	4
	3
	 
	24
	4
	4
	4
	4

	7
	4
	4
	4
	5
	 
	25
	4
	4
	5
	5

	8
	3
	3
	3
	2
	 
	26
	5
	5
	5
	4

	9
	5
	3
	3
	3
	 
	27
	4
	5
	5
	4

	10
	3
	3
	3
	3
	 
	28
	2
	2
	3
	2

	11
	4
	5
	5
	5
	 
	29
	4
	5
	4
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	 
	30
	4
	4
	5
	5

	13
	5
	5
	5
	5
	 
	31
	2
	3
	3
	2

	14
	3
	4
	4
	4
	 
	32
	4
	5
	4
	5

	15
	4
	4
	4
	4
	 
	33
	2
	2
	2
	3

	16
	2
	2
	2
	2
	 
	34
	4
	3
	4
	3

	17
	4
	4
	3
	3
	 
	35
	3
	4
	3
	4

	18
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Variabel Sanksi Pajak (X3)
	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	 
	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	1
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	19
	4
	3
	5
	4
	5

	2
	4
	4
	4
	3
	3
	 
	20
	5
	5
	4
	4
	4

	3
	3
	2
	3
	3
	3
	 
	21
	4
	3
	4
	4
	4

	4
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	22
	4
	4
	5
	5
	4

	5
	3
	3
	3
	4
	4
	 
	23
	4
	4
	5
	5
	4

	6
	4
	4
	5
	4
	3
	 
	24
	5
	4
	4
	4
	5

	7
	4
	3
	3
	4
	5
	 
	25
	4
	4
	4
	5
	4

	8
	3
	3
	3
	3
	2
	 
	26
	4
	5
	5
	4
	4

	9
	3
	4
	3
	5
	3
	 
	27
	4
	5
	4
	4
	4

	10
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	28
	3
	2
	2
	2
	3

	11
	4
	5
	5
	5
	5
	 
	29
	4
	5
	4
	4
	4

	12
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	30
	5
	4
	5
	4
	4

	13
	5
	4
	5
	4
	5
	 
	31
	2
	3
	2
	3
	3

	14
	3
	4
	5
	5
	4
	 
	32
	5
	5
	5
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	33
	2
	2
	3
	3
	2

	16
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	34
	4
	4
	4
	3
	5

	17
	3
	1
	4
	4
	4
	 
	35
	3
	3
	4
	3
	4

	18
	3
	3
	3
	3
	3
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Lampiran 4 Hasil Uji Pilot Olahan SmartPLS 4 (35 Responden) 
1. Outer Loading
[image: SmartPLS 4]
2. Construct Reliability and Validity
[image: SmartPLS 4]
3. Cross Loadings
[image: SmartPLS 4]
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1. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	NO
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	 
	NO
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5

	1
	3
	3
	3
	4
	4
	 
	51
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	52
	4
	4
	4
	3
	4

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	53
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	5
	5
	5
	4
	4
	 
	54
	4
	4
	4
	4
	3

	5
	4
	4
	3
	3
	4
	 
	55
	4
	5
	4
	3
	4

	6
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	56
	3
	2
	3
	2
	3

	7
	4
	5
	3
	3
	3
	 
	57
	5
	5
	4
	4
	4

	8
	4
	4
	4
	4
	3
	 
	58
	4
	4
	4
	3
	3

	9
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	59
	4
	4
	4
	5
	5

	10
	3
	4
	3
	4
	4
	 
	60
	3
	2
	2
	3
	2

	11
	4
	5
	5
	4
	5
	 
	61
	4
	4
	4
	4
	4

	12
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	62
	4
	2
	2
	2
	2

	13
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	63
	4
	4
	5
	5
	5

	14
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	64
	5
	5
	4
	5
	5

	15
	4
	4
	4
	4
	5
	 
	65
	5
	4
	3
	4
	4

	16
	3
	4
	4
	4
	5
	 
	66
	4
	3
	4
	5
	5

	17
	4
	3
	3
	4
	4
	 
	67
	5
	5
	5
	5
	5

	18
	4
	4
	4
	3
	5
	 
	68
	5
	5
	5
	5
	5

	19
	3
	4
	4
	4
	4
	 
	69
	4
	3
	3
	3
	3

	20
	3
	4
	4
	3
	5
	 
	70
	5
	4
	3
	4
	4

	21
	3
	4
	3
	4
	4
	 
	71
	5
	4
	5
	5
	5

	22
	3
	4
	3
	4
	4
	 
	72
	4
	4
	5
	4
	4

	23
	3
	4
	3
	3
	4
	 
	73
	4
	3
	4
	4
	4

	24
	5
	5
	4
	5
	5
	 
	74
	4
	3
	5
	4
	4

	25
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	75
	4
	3
	3
	3
	3

	26
	4
	4
	3
	3
	4
	 
	76
	4
	3
	3
	4
	4

	27
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	77
	4
	3
	3
	3
	4

	28
	4
	4
	2
	2
	2
	 
	78
	4
	4
	4
	3
	4

	29
	5
	3
	3
	5
	5
	 
	79
	3
	3
	3
	2
	2

	30
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	80
	4
	4
	4
	5
	5

	31
	5
	4
	3
	3
	3
	 
	81
	5
	4
	5
	5
	5

	32
	5
	5
	4
	3
	4
	 
	82
	3
	2
	2
	2
	2

	33
	4
	4
	4
	4
	5
	 
	83
	5
	3
	5
	5
	5

	34
	4
	4
	3
	4
	5
	 
	84
	3
	2
	3
	2
	2

	35
	4
	4
	4
	4
	3
	 
	85
	4
	5
	5
	4
	4

	36
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	86
	5
	4
	4
	3
	3

	37
	3
	3
	2
	2
	3
	 
	87
	5
	5
	4
	4
	4

	38
	4
	4
	4
	5
	5
	 
	88
	3
	2
	2
	2
	2

	39
	3
	3
	3
	3
	4
	 
	89
	5
	5
	5
	4
	5

	40
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	90
	4
	4
	4
	4
	4

	41
	3
	4
	4
	4
	4
	 
	91
	5
	4
	4
	5
	5

	42
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	92
	4
	2
	2
	2
	2

	43
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	93
	5
	5
	4
	4
	3

	44
	4
	4
	4
	3
	3
	 
	94
	5
	4
	4
	5
	5

	45
	5
	5
	4
	4
	4
	 
	95
	4
	3
	4
	5
	4

	46
	5
	4
	4
	4
	5
	 
	96
	5
	4
	4
	4
	3

	47
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	97
	4
	4
	3
	3
	4

	48
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	98
	4
	4
	4
	4
	4

	49
	5
	5
	4
	3
	3
	 
	99
	4
	4
	3
	3
	3

	50
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	100
	4
	4
	4
	4
	4


Lanjutan Tabulasi Angka Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	NO
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	 
	NO
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5

	101
	4
	4
	3
	5
	4
	 
	143
	5
	5
	5
	5
	5

	102
	5
	5
	4
	5
	4
	 
	144
	4
	3
	3
	3
	3

	103
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	145
	4
	4
	4
	4
	4

	104
	4
	5
	4
	3
	4
	 
	146
	4
	5
	5
	5
	5

	105
	3
	2
	3
	2
	3
	 
	147
	4
	5
	4
	4
	4

	106
	5
	5
	4
	4
	4
	 
	148
	4
	4
	3
	4
	4

	107
	4
	4
	4
	3
	3
	 
	149
	4
	4
	4
	4
	4

	108
	5
	4
	4
	5
	5
	 
	150
	4
	3
	3
	3
	3

	109
	4
	3
	3
	4
	4
	 
	151
	4
	4
	3
	4
	3

	110
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	152
	4
	4
	3
	3
	3

	111
	4
	4
	3
	3
	4
	 
	153
	4
	4
	3
	4
	4

	112
	5
	4
	3
	4
	3
	 
	154
	3
	2
	2
	3
	3

	113
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	155
	4
	4
	4
	5
	5

	114
	4
	3
	3
	4
	4
	 
	156
	5
	4
	5
	5
	5

	115
	5
	5
	4
	4
	5
	 
	157
	3
	2
	2
	2
	2

	116
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	158
	5
	5
	4
	4
	5

	117
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	159
	3
	2
	2
	2
	3

	118
	4
	4
	4
	5
	4
	 
	160
	4
	4
	5
	5
	4

	119
	4
	4
	5
	4
	4
	 
	161
	4
	4
	4
	3
	4

	120
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	162
	4
	4
	4
	4
	4

	121
	4
	3
	4
	4
	3
	 
	163
	5
	5
	5
	4
	4

	122
	4
	3
	3
	3
	3
	 
	164
	3
	3
	2
	2
	2

	123
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	165
	4
	4
	4
	4
	5

	124
	4
	4
	3
	4
	4
	 
	166
	5
	4
	4
	5
	5

	125
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	167
	4
	3
	3
	3
	3

	126
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	168
	3
	3
	3
	4
	4

	127
	4
	3
	3
	4
	4
	 
	169
	5
	4
	4
	5
	5

	128
	4
	5
	4
	4
	5
	 
	170
	4
	4
	4
	4
	4

	129
	4
	4
	5
	4
	5
	 
	171
	3
	3
	3
	3
	3

	130
	4
	4
	5
	4
	4
	 
	172
	4
	4
	4
	3
	4

	131
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	173
	5
	4
	4
	5
	4

	132
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	174
	3
	3
	3
	3
	3

	133
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	175
	5
	5
	5
	4
	5

	134
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	176
	4
	5
	4
	4
	4

	135
	4
	4
	3
	4
	4
	 
	177
	4
	4
	4
	3
	3

	136
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	178
	4
	4
	4
	4
	4

	137
	4
	4
	4
	3
	4
	 
	179
	4
	4
	4
	4
	5

	138
	5
	4
	5
	4
	5
	 
	180
	5
	4
	4
	4
	4

	139
	4
	5
	5
	5
	5
	 
	181
	4
	4
	4
	4
	4

	140
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	182
	4
	3
	3
	4
	4

	141
	4
	5
	4
	4
	4
	 
	183
	5
	4
	4
	4
	5

	142
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





2. Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	 
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5

	1
	4
	4
	2
	3
	3
	 
	51
	3
	3
	4
	3
	3

	2
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	52
	3
	4
	3
	4
	3

	3
	3
	4
	4
	3
	4
	 
	53
	3
	4
	4
	3
	4

	4
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	54
	4
	5
	4
	4
	3

	5
	4
	4
	3
	3
	3
	 
	55
	4
	4
	5
	5
	4

	6
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	56
	2
	3
	2
	2
	3

	7
	5
	4
	5
	3
	4
	 
	57
	5
	5
	5
	4
	4

	8
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	58
	3
	4
	3
	3
	4

	9
	4
	5
	5
	4
	4
	 
	59
	4
	5
	4
	4
	5

	10
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	60
	2
	2
	3
	3
	2

	11
	5
	4
	5
	4
	5
	 
	61
	4
	5
	5
	4
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	62
	2
	2
	2
	2
	2

	13
	4
	5
	5
	4
	5
	 
	63
	4
	4
	5
	4
	4

	14
	5
	3
	3
	4
	4
	 
	64
	4
	4
	5
	5
	4

	15
	4
	5
	4
	5
	5
	 
	65
	4
	4
	5
	5
	5

	16
	3
	4
	3
	4
	4
	 
	66
	4
	5
	5
	5
	4

	17
	3
	4
	4
	3
	4
	 
	67
	5
	5
	4
	5
	4

	18
	4
	4
	4
	4
	2
	 
	68
	3
	4
	5
	5
	3

	19
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	69
	3
	4
	4
	5
	4

	20
	3
	3
	4
	2
	2
	 
	70
	3
	4
	4
	3
	3

	21
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	71
	5
	5
	4
	4
	5

	22
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	72
	4
	5
	4
	4
	3

	23
	3
	4
	4
	3
	3
	 
	73
	4
	4
	5
	4
	4

	24
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	74
	4
	4
	4
	3
	4

	25
	2
	4
	2
	2
	2
	 
	75
	4
	4
	4
	4
	5

	26
	3
	3
	4
	4
	3
	 
	76
	4
	5
	5
	4
	5

	27
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	77
	4
	5
	5
	5
	4

	28
	4
	4
	3
	4
	2
	 
	78
	3
	4
	4
	3
	4

	29
	2
	3
	5
	2
	2
	 
	79
	3
	2
	3
	2
	2

	30
	4
	4
	4
	4
	3
	 
	80
	4
	5
	4
	4
	4

	31
	4
	4
	3
	4
	3
	 
	81
	4
	5
	5
	4
	4

	32
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	82
	2
	3
	2
	2
	3

	33
	4
	5
	5
	5
	4
	 
	83
	5
	4
	5
	4
	5

	34
	4
	4
	3
	3
	3
	 
	84
	2
	3
	3
	2
	2

	35
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	85
	4
	5
	4
	5
	4

	36
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	86
	3
	4
	3
	3
	4

	37
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	87
	4
	4
	5
	5
	4

	38
	5
	5
	5
	5
	4
	 
	88
	2
	3
	2
	3
	3

	39
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	89
	4
	5
	4
	5
	5

	40
	4
	4
	5
	5
	4
	 
	90
	3
	3
	4
	4
	3

	41
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	91
	3
	4
	4
	3
	5

	42
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	92
	2
	3
	2
	3
	2

	43
	4
	4
	5
	4
	3
	 
	93
	4
	4
	5
	4
	4

	44
	3
	4
	5
	4
	5
	 
	94
	5
	4
	5
	5
	5

	45
	4
	5
	5
	4
	5
	 
	95
	3
	4
	5
	4
	4

	46
	3
	4
	3
	4
	4
	 
	96
	4
	4
	4
	4
	4

	47
	4
	4
	3
	4
	3
	 
	97
	4
	4
	4
	4
	4

	48
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	98
	3
	4
	5
	4
	4

	49
	3
	4
	4
	4
	4
	 
	99
	4
	4
	3
	3
	3

	50
	3
	4
	3
	3
	4
	 
	100
	4
	4
	3
	5
	4




Lanjutan Tabulasi Angka Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	 
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5

	101
	3
	4
	4
	4
	5
	 
	143
	4
	4
	4
	4
	4

	102
	4
	5
	4
	4
	4
	 
	144
	4
	5
	4
	3
	4

	103
	4
	4
	3
	5
	4
	 
	145
	3
	3
	4
	3
	4

	104
	4
	4
	5
	5
	4
	 
	146
	5
	4
	4
	5
	5

	105
	2
	3
	2
	2
	3
	 
	147
	4
	4
	4
	4
	4

	106
	5
	5
	5
	4
	4
	 
	148
	5
	4
	4
	4
	4

	107
	3
	4
	3
	3
	4
	 
	149
	4
	5
	4
	3
	3

	108
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	150
	5
	4
	5
	4
	3

	109
	4
	4
	3
	3
	3
	 
	151
	5
	5
	4
	5
	4

	110
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	152
	4
	4
	5
	5
	5

	111
	4
	5
	4
	4
	4
	 
	153
	3
	3
	4
	4
	4

	112
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	154
	3
	2
	2
	2
	3

	113
	5
	5
	4
	4
	4
	 
	155
	5
	4
	4
	5
	3

	114
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	156
	4
	5
	4
	4
	5

	115
	4
	5
	5
	5
	4
	 
	157
	3
	2
	2
	3
	2

	116
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	158
	5
	5
	4
	5
	4

	117
	5
	5
	4
	4
	5
	 
	159
	3
	3
	2
	2
	2

	118
	4
	3
	4
	4
	4
	 
	160
	4
	3
	3
	3
	3

	119
	5
	5
	5
	4
	4
	 
	161
	4
	3
	3
	4
	3

	120
	4
	3
	4
	3
	4
	 
	162
	4
	3
	3
	3
	4

	121
	4
	3
	3
	4
	4
	 
	163
	4
	4
	3
	4
	4

	122
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	164
	3
	2
	2
	2
	3

	123
	4
	4
	5
	5
	4
	 
	165
	4
	5
	3
	5
	4

	124
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	166
	4
	5
	3
	4
	4

	125
	4
	4
	4
	4
	5
	 
	167
	4
	5
	4
	5
	4

	126
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	168
	3
	3
	2
	2
	2

	127
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	169
	4
	5
	4
	5
	5

	128
	5
	4
	4
	5
	5
	 
	170
	3
	2
	3
	2
	2

	129
	5
	4
	4
	4
	5
	 
	171
	5
	5
	4
	4
	4

	130
	5
	5
	4
	4
	5
	 
	172
	4
	3
	3
	4
	3

	131
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	173
	4
	3
	3
	4
	3

	132
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	174
	3
	2
	3
	3
	2

	133
	5
	5
	4
	5
	5
	 
	175
	4
	3
	4
	3
	4

	134
	5
	4
	4
	4
	5
	 
	176
	3
	2
	3
	2
	2

	135
	5
	5
	4
	4
	4
	 
	177
	4
	3
	4
	3
	3

	136
	3
	4
	4
	3
	4
	 
	178
	3
	3
	3
	3
	3

	137
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	179
	3
	4
	4
	3
	3

	138
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	180
	3
	3
	3
	2
	3

	139
	5
	5
	5
	4
	3
	 
	181
	4
	4
	4
	3
	3

	140
	5
	4
	5
	4
	5
	 
	182
	4
	5
	5
	4
	3

	141
	4
	5
	4
	5
	5
	 
	183
	4
	4
	4
	3
	4

	142
	4
	4
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









3. Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
	NO
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	 
	NO
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	1
	3
	3
	3
	3
	 
	51
	3
	4
	4
	3

	2
	3
	4
	4
	3
	 
	52
	3
	4
	4
	4

	3
	3
	4
	4
	3
	 
	53
	4
	4
	5
	4

	4
	5
	5
	5
	5
	 
	54
	3
	4
	5
	4

	5
	3
	3
	3
	3
	 
	55
	4
	5
	5
	4

	6
	4
	3
	4
	3
	 
	56
	2
	2
	3
	3

	7
	4
	4
	4
	5
	 
	57
	5
	5
	4
	4

	8
	3
	3
	3
	2
	 
	58
	3
	4
	3
	4

	9
	5
	3
	3
	3
	 
	59
	5
	5
	4
	4

	10
	3
	3
	3
	3
	 
	60
	3
	2
	3
	2

	11
	4
	5
	5
	5
	 
	61
	4
	4
	5
	5

	12
	5
	5
	5
	5
	 
	62
	2
	2
	2
	2

	13
	5
	5
	5
	5
	 
	63
	4
	5
	4
	4

	14
	5
	4
	4
	4
	 
	64
	5
	5
	5
	5

	15
	5
	5
	5
	5
	 
	65
	4
	4
	4
	4

	16
	3
	3
	3
	1
	 
	66
	4
	5
	5
	5

	17
	3
	3
	4
	3
	 
	67
	5
	5
	5
	4

	18
	4
	4
	4
	4
	 
	68
	5
	5
	5
	5

	19
	3
	4
	3
	3
	 
	69
	4
	4
	4
	4

	20
	3
	3
	2
	2
	 
	70
	4
	4
	4
	4

	21
	3
	3
	3
	3
	 
	71
	5
	5
	4
	5

	22
	3
	3
	3
	3
	 
	72
	3
	4
	4
	2

	23
	3
	3
	3
	3
	 
	73
	3
	4
	5
	4

	24
	4
	4
	4
	4
	 
	74
	3
	4
	3
	4

	25
	4
	4
	4
	3
	 
	75
	4
	4
	4
	4

	26
	4
	4
	4
	4
	 
	76
	4
	4
	5
	5

	27
	5
	5
	5
	5
	 
	77
	5
	5
	5
	4

	28
	4
	4
	4
	4
	 
	78
	4
	5
	5
	4

	29
	4
	3
	5
	5
	 
	79
	2
	2
	3
	2

	30
	3
	3
	2
	2
	 
	80
	4
	5
	4
	5

	31
	4
	4
	4
	4
	 
	81
	4
	4
	5
	5

	32
	5
	4
	4
	4
	 
	82
	2
	3
	3
	2

	33
	5
	5
	5
	4
	 
	83
	4
	5
	4
	5

	34
	3
	4
	4
	5
	 
	84
	2
	2
	2
	3

	35
	3
	4
	4
	4
	 
	85
	4
	3
	4
	3

	36
	4
	4
	4
	4
	 
	86
	3
	4
	3
	4

	37
	2
	2
	2
	2
	 
	87
	4
	5
	4
	5

	38
	4
	4
	3
	3
	 
	88
	2
	3
	2
	2

	39
	3
	3
	3
	3
	 
	89
	4
	5
	4
	5

	40
	5
	5
	5
	5
	 
	90
	3
	4
	4
	3

	41
	2
	4
	4
	4
	 
	91
	4
	4
	5
	5

	42
	4
	4
	4
	5
	 
	92
	2
	3
	3
	2

	43
	4
	4
	4
	3
	 
	93
	5
	5
	5
	5

	44
	4
	4
	4
	4
	 
	94
	5
	5
	5
	4

	45
	4
	4
	4
	4
	 
	95
	4
	4
	4
	4

	46
	4
	4
	5
	5
	 
	96
	2
	3
	4
	3

	47
	4
	5
	5
	4
	 
	97
	2
	3
	4
	3

	48
	5
	4
	5
	4
	 
	98
	3
	3
	3
	3

	49
	4
	4
	4
	4
	 
	99
	3
	3
	3
	3

	50
	4
	4
	5
	4
	 
	100
	5
	5
	5
	5



Lanjutan Tabulasi Angka Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	 
	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4

	101
	4
	4
	4
	4
	 
	143
	5
	5
	5
	5

	102
	5
	4
	5
	4
	 
	144
	4
	4
	4
	4

	103
	5
	5
	5
	5
	 
	145
	4
	4
	4
	4

	104
	4
	5
	5
	4
	 
	146
	5
	4
	5
	5

	105
	2
	2
	3
	3
	 
	147
	3
	3
	4
	3

	106
	5
	5
	4
	4
	 
	148
	4
	4
	4
	4

	107
	3
	4
	3
	4
	 
	149
	4
	3
	4
	3

	108
	5
	5
	5
	5
	 
	150
	4
	4
	4
	4

	109
	3
	3
	3
	3
	 
	151
	5
	4
	5
	4

	110
	4
	3
	4
	3
	 
	152
	5
	5
	5
	4

	111
	4
	4
	5
	4
	 
	153
	5
	5
	4
	4

	112
	2
	3
	3
	3
	 
	154
	2
	2
	3
	2

	113
	4
	3
	4
	3
	 
	155
	5
	4
	5
	4

	114
	3
	3
	3
	3
	 
	156
	5
	4
	5
	4

	115
	5
	4
	5
	5
	 
	157
	3
	2
	3
	2

	116
	5
	5
	5
	5
	 
	158
	4
	4
	5
	5

	117
	5
	5
	5
	5
	 
	159
	2
	3
	2
	2

	118
	4
	4
	4
	5
	 
	160
	5
	4
	4
	5

	119
	5
	5
	5
	5
	 
	161
	3
	4
	4
	3

	120
	2
	3
	3
	2
	 
	162
	3
	4
	4
	3

	121
	3
	3
	3
	4
	 
	163
	5
	4
	5
	4

	122
	3
	3
	3
	3
	 
	164
	3
	3
	2
	2

	123
	5
	5
	5
	5
	 
	165
	5
	5
	5
	5

	124
	3
	4
	4
	3
	 
	166
	4
	5
	5
	5

	125
	4
	4
	4
	5
	 
	167
	5
	4
	5
	4

	126
	4
	3
	4
	4
	 
	168
	3
	2
	3
	2

	127
	3
	4
	5
	4
	 
	169
	4
	4
	5
	5

	128
	4
	4
	4
	4
	 
	170
	2
	3
	2
	2

	129
	4
	4
	5
	5
	 
	171
	3
	4
	4
	3

	130
	5
	4
	5
	4
	 
	172
	3
	3
	4
	4

	131
	4
	4
	5
	5
	 
	173
	5
	4
	5
	4

	132
	4
	4
	4
	4
	 
	174
	2
	2
	3
	2

	133
	5
	4
	4
	4
	 
	175
	4
	4
	4
	4

	134
	3
	3
	4
	4
	 
	176
	4
	3
	4
	4

	135
	4
	3
	4
	4
	 
	177
	4
	4
	4
	4

	136
	4
	4
	4
	5
	 
	178
	5
	5
	5
	5

	137
	4
	4
	4
	4
	 
	179
	4
	4
	4
	4

	138
	4
	4
	4
	5
	 
	180
	4
	4
	5
	4

	139
	5
	5
	5
	5
	 
	181
	5
	5
	4
	5

	140
	4
	4
	4
	4
	 
	182
	5
	5
	5
	5

	141
	5
	4
	5
	5
	 
	183
	5
	5
	4
	5

	142
	4
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 









4. Variabel Sanksi Pajak (X3)
	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	 
	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	1
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	51
	5
	4
	4
	5
	5

	2
	4
	4
	4
	3
	3
	 
	52
	5
	4
	4
	4
	4

	3
	3
	2
	3
	3
	3
	 
	53
	5
	4
	4
	5
	4

	4
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	54
	5
	4
	5
	4
	4

	5
	3
	3
	3
	4
	4
	 
	55
	5
	4
	5
	5
	4

	6
	4
	4
	5
	4
	3
	 
	56
	5
	2
	3
	2
	3

	7
	4
	3
	3
	4
	5
	 
	57
	5
	4
	5
	5
	5

	8
	3
	3
	3
	3
	2
	 
	58
	5
	3
	4
	3
	4

	9
	3
	4
	3
	5
	3
	 
	59
	5
	5
	4
	5
	4

	10
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	60
	5
	3
	3
	2
	2

	11
	4
	5
	5
	5
	5
	 
	61
	5
	4
	5
	5
	4

	12
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	62
	5
	2
	2
	2
	3

	13
	5
	4
	5
	4
	5
	 
	63
	5
	5
	4
	4
	4

	14
	4
	2
	5
	5
	2
	 
	64
	5
	4
	4
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	65
	5
	5
	5
	5
	4

	16
	3
	2
	2
	3
	5
	 
	66
	5
	4
	4
	4
	5

	17
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	67
	5
	4
	5
	5
	5

	18
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	68
	5
	5
	5
	5
	4

	19
	4
	3
	3
	3
	3
	 
	69
	5
	3
	4
	4
	4

	20
	3
	2
	4
	4
	3
	 
	70
	5
	3
	3
	4
	3

	21
	3
	3
	2
	4
	4
	 
	71
	5
	5
	4
	4
	4

	22
	3
	3
	2
	4
	4
	 
	72
	5
	3
	4
	4
	4

	23
	4
	3
	3
	3
	3
	 
	73
	5
	4
	5
	5
	4

	24
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	74
	5
	4
	5
	5
	4

	25
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	75
	5
	4
	4
	4
	5

	26
	3
	3
	3
	4
	4
	 
	76
	5
	4
	4
	5
	4

	27
	5
	5
	3
	4
	3
	 
	77
	5
	5
	5
	4
	4

	28
	3
	4
	3
	4
	3
	 
	78
	5
	5
	4
	4
	4

	29
	5
	3
	3
	4
	4
	 
	79
	5
	2
	2
	2
	3

	30
	3
	3
	4
	2
	4
	 
	80
	5
	5
	4
	4
	4

	31
	3
	4
	3
	3
	3
	 
	81
	5
	4
	5
	4
	4

	32
	2
	2
	2
	3
	2
	 
	82
	5
	3
	2
	3
	3

	33
	4
	5
	4
	4
	5
	 
	83
	5
	5
	5
	4
	4

	34
	4
	4
	3
	3
	3
	 
	84
	5
	2
	3
	3
	2

	35
	3
	4
	5
	5
	4
	 
	85
	5
	4
	4
	3
	5

	36
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	86
	5
	3
	4
	3
	4

	37
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	87
	5
	5
	4
	4
	5

	38
	3
	1
	4
	4
	4
	 
	88
	5
	2
	3
	2
	3

	39
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	89
	5
	5
	4
	5
	4

	40
	4
	3
	5
	4
	5
	 
	90
	5
	3
	4
	4
	3

	41
	4
	4
	4
	4
	2
	 
	91
	5
	4
	5
	5
	4

	42
	4
	4
	4
	5
	4
	 
	92
	5
	2
	3
	3
	2

	43
	4
	3
	4
	4
	4
	 
	93
	5
	5
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	3
	4
	 
	94
	5
	5
	5
	4
	5

	45
	4
	4
	4
	4
	5
	 
	95
	5
	4
	5
	4
	4

	46
	3
	3
	4
	5
	5
	 
	96
	5
	4
	4
	4
	5

	47
	4
	5
	4
	5
	4
	 
	97
	5
	3
	4
	3
	3

	48
	4
	4
	4
	5
	4
	 
	98
	5
	3
	3
	4
	3

	49
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	99
	5
	3
	3
	3
	4

	50
	5
	5
	5
	4
	4
	 
	100
	5
	4
	4
	5
	4



Lanjutan Tabulasi Angka Variabel Sanksi Pajak (X3)
	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	 
	NO
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5

	101
	5
	4
	4
	5
	4
	 
	143
	5
	5
	5
	5
	4

	102
	5
	3
	5
	5
	4
	 
	144
	5
	4
	4
	4
	4

	103
	5
	4
	4
	5
	4
	 
	145
	5
	3
	3
	3
	4

	104
	5
	4
	5
	5
	4
	 
	146
	5
	4
	5
	4
	5

	105
	5
	2
	3
	2
	3
	 
	147
	5
	4
	4
	4
	3

	106
	5
	4
	5
	5
	5
	 
	148
	5
	4
	4
	5
	5

	107
	5
	3
	4
	3
	4
	 
	149
	5
	4
	4
	5
	4

	108
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	150
	5
	5
	5
	4
	4

	109
	5
	3
	4
	4
	3
	 
	151
	5
	4
	4
	5
	4

	110
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	152
	5
	4
	4
	5
	4

	111
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	153
	5
	4
	4
	5
	4

	112
	5
	3
	3
	3
	3
	 
	154
	5
	2
	2
	3
	3

	113
	5
	4
	3
	4
	3
	 
	155
	5
	4
	4
	4
	4

	114
	5
	3
	3
	3
	3
	 
	156
	5
	4
	4
	5
	5

	115
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	157
	5
	3
	2
	2
	3

	116
	5
	3
	3
	3
	3
	 
	158
	5
	5
	4
	5
	4

	117
	5
	5
	5
	5
	4
	 
	159
	5
	2
	3
	2
	2

	118
	5
	3
	4
	3
	4
	 
	160
	5
	4
	4
	4
	4

	119
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	161
	5
	3
	3
	4
	4

	120
	5
	3
	3
	3
	3
	 
	162
	5
	4
	3
	3
	4

	121
	5
	3
	3
	3
	3
	 
	163
	5
	4
	4
	5
	5

	122
	5
	3
	3
	3
	3
	 
	164
	5
	2
	3
	3
	2

	123
	5
	4
	4
	4
	5
	 
	165
	5
	4
	4
	5
	4

	124
	5
	4
	4
	3
	4
	 
	166
	5
	5
	5
	5
	4

	125
	5
	4
	5
	4
	4
	 
	167
	5
	4
	4
	5
	4

	126
	5
	3
	4
	4
	4
	 
	168
	5
	3
	3
	3
	2

	127
	5
	4
	4
	4
	3
	 
	169
	5
	4
	5
	5
	4

	128
	5
	5
	4
	4
	4
	 
	170
	5
	3
	2
	2
	3

	129
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	171
	5
	4
	4
	4
	4

	130
	5
	4
	5
	4
	5
	 
	172
	5
	3
	3
	3
	4

	131
	5
	4
	4
	4
	5
	 
	173
	5
	4
	5
	5
	4

	132
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	174
	5
	2
	3
	3
	2

	133
	5
	4
	5
	5
	5
	 
	175
	5
	4
	4
	4
	4

	134
	5
	5
	4
	5
	4
	 
	176
	5
	4
	4
	4
	4

	135
	5
	4
	5
	4
	4
	 
	177
	5
	3
	3
	4
	4

	136
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	178
	5
	4
	4
	4
	4

	137
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	179
	5
	3
	4
	4
	3

	138
	5
	5
	4
	4
	4
	 
	180
	5
	4
	3
	5
	3

	139
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	181
	5
	4
	4
	5
	3

	140
	5
	4
	5
	4
	5
	 
	182
	5
	4
	3
	5
	4

	141
	5
	4
	4
	4
	4
	 
	183
	5
	4
	3
	3
	4

	142
	5
	4
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






[bookmark: _Toc223459169]Lampiran 6 Hasil Data Penelitian Olahan SmartPLS 4 (183 Responden) 
1. Outer Loading
[image: SmartPLS 4]
2. Construct Reliability and Validity
[image: SmartPLS 4]
3. Cross Loadings
[image: SmartPLS 4]
Lanjutan Hasil Data Penelitian Olahan SmartPLS 4 (183 Responden) 
4. R-Square
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EMAIL peogadoani@saiak. o, farmis@paik go.d

Nomor £S4VRISET/WPJ14/2025  Balikpapan, 10 Juni 2025
sifat Biasa

Hal Persetujuan izin Riset

Yih Joice si

Jl. Pecinis Rt 34 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Sehubungan denganpermohonanain st yang Saudars afukn dengan oo Layanan: 020382025 paca 20 Ml 2025,
dengan nformas

M 2101036256
Kategorirset GELARST
Jurusan +Akuntansi
Fakultos Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi Universitas Mulavwarman
Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajok Terhadap Kepatuhan
Judl Riset Waj Pojak Orang Pribadi Yang Melakukan Keglatan Usaha Dan Pekerfaan Bebas (studi
Kasus Pada Kpp Pratama Samarinda i)
tzinyang diminta Data, Kuisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja d Lokasi Riset, dengan in Saudara diberikan izin
untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Samarinda i, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan
untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang Undang KUP dan informasi publk yang dkecualikan
sebagaimana diaur dalam Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Beberapa hal yang pertu Seudara perhatikan:

1) Masa berlaku Surat zin iset in aolah: 10 Juni 2025 s/d 9 Desember 2025;

2) in Riset dapat diperpariang paling banyak 3 (iga) kal, masing masing berlaku selama 6 (enam) bular:

3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhimya masa berlaky zi Riset,

) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalul emall ke risc1ps/ok 00 16;

5) Apabila perise tidak mengiimkan hasi rset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberia izin riset kepada perset
Demikian, agor dapat dipergunakan sebagaimana mesti

an. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat
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1 pesan

Eviset Direktorat Jenderal Pajak <riel@pajok go 10> 561,10 Jun 2025 pukul 15,01
Balas ke: riset@pajak goid

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN R RAATY 4O, RING ROAD, GUNUNG BAAGIA ALIPAPAN 761
TELEPON 0542- 8360721, 0542-8860723: FAKSIMILE0542. 8860722 SITUS w556 4
LAYANAN INFORMAS| AN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL poogaduanpaia.go . formisiepsak 0014

Nomor *STAYRISET/WPU14/2025  Balikpapan 10 Juni 2025
sifat “Biasa

Hal Persetujuan lzn Riset

Yih Joice:

I Perins Rt 34 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kuta Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Sehubungan denganpemofonan i st yang Saudars fukan dengan oo Layanan: 02028:2025 paca 20 el 2025,
dengan informas

NM 2101036256
Kategoririset GELARST
Jurusan Akuntansi
Fakultas  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman
Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanks Pajok Terhadap Kepatuhan
Judul Rt Walb Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Keglatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (studi
Kasus Pada Kpp Pratama Samainda Ulu)
tainyang diminta +Dato, uisiones,

Berdasarkan hasilveriikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kera i Lokasi Rise,dengan nf Saudra dibrian iz
untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Samrinda Ul,separiang data dan/otau nformasi yang didapat digunakan
untuk keperian Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang Undang KUP dan nformas publk yang dikecualikan
sebagaimana diaturdalam Undang:Undang Repubikindonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan nformasi Puli.
Beberapa hal yang peru Saudara perhatian:
1) Moso beraku Surot i iset n adola 10 Juni 2025 54 9 Desember 2025;
2)1zi et dapat diperpanjang paling banyak 3 (iga) kal, masing masing beriaku selama 6 (enam) bulan:
3) Perpanjangan dijokan sebelum sebelum berakTmya maca beriaku o Rise;
4)Seteah melaksanakan Rist, Soudora diwafikan mengirimikan Hosi iset melall emal ke isi 5k 50 :
5) Apablla periet tdak mengiimkan hasiriset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian zin iset kepada periset.
Demian,agar dapat dipergunakan sebagaimena mestinya
. Kepola Kanwil
Kepola Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakot

T

Teddy Heryanto

Term ksihats perhatian Soudara dengan eloh menlh ema perpajakan seboga
EI oot S dopt oty menuaian st perpomon
Pal masyarakt indonesiad masa mendstong
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Judul Penelitian

Nama Mahasiswa
NIM
Fakultas

Program Studi

HALAMAN PENGESAHAN

 Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan bebas di Kota

Samarinda

: Joice Simanjuntak
12101036256
+ Ekonomi dan Bisnis

+S1 Akuntansi

Disjukan untuk Ujian Skripsi/Pendadaran

Menyetujui
‘Samarinda, 9 Marct 2026

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

=) NIP. 19550204200§IZZOI]7
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